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PERATURAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA
SURABAYA

Nomor: PER.201/04/YP/IX/2019

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS DR. SOETOMO TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama,

L

bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistim
pendidikan nasional, memiliki peran strategis dalam
proses memajukan pekembangan: ilmu pengetahuan,
teknologi, serta seni dan budaya;

. bahwa dalam rangka melaksanakan peran strategis,

sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1., diperlukan
adanya pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan
Tinggi dalam bentuk statuta, yang selanjutnya digunakan
sebagai pedoman dan/atau acuan dalam penetapan peraturan
pelaksanaan statuta baik pada bidang akademik dan maupun
pada bidang non-akademik sesuai dengan kebutuhan;

. bahwa Peraturan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama

Nomor: PER.01/YPCU/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014
tentang Statuta Universitas Dr. Soetomo perlu diganti
karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan lingkungan

perguruan tinggi:

. bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud

pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1, 2,
dan 3, Yayasan Pendidikan Cendekia Utama memandang
perlu untuk menetapkan Statuta Universitas Dr. Soetomo
Tahun 2019 dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Cendekia
Utama.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistim Pendidikan Nasional;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen;

/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi;
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10.

11.

Memperhatikan: 1.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Pemerintah Républik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Reublik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
Swasta;

. Akta Notaris Miftachul Machsun, S.H., Nomor 10 tanggal

23 September 2008 yang memuat Anggaran Dasar Yayasan
Pendidikan Cendekia Utama; dan

. Akta Notaris Miftachul Machsun, S.H., Nomor: 10 tanggal

23 September 2019 yang memuat Penyesuaian Anggaran
Dasar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;

Akta Notaris Miftachul Machsun, S.H., Nomor: 5 tanggal
12 Oktober 2013 yang memuat Anggaran Rumah Tangga
(A-R.T.) Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;

Akta Notaris Miftachul Machsun, S.H., Nomor: 1 tanggal
12 September 2018 Tentang Berita Acara Rapat Pembina
Luar Biasa Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;

Surat Rekior Universitas Dr. Soetomo Nomor
OU.1143/E.27/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 Perihal: Surat
Pengantar Draft Statuta Universitas Dr.Soetomo.

Surat Rektor Universitas Dr. Soetomo Nomor:
OU.1246/E.27/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 Perihal:
Perincian Hasil Penelaahan Draft Statuta Universitas Dr.
Soetomo.

. Hasil Rapat Organ Yayasan Pendidikan Cendekia Utama

tanggal 9 September 2019 yang dipimpin oleh Ketua Umum
Pengurus, yang dihadiri Ketua Pembina, Ketua Pengawas,
dan Jajaran Pengurus.
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DENGAN PERSETUJUAN KETUA PEMBINA,
KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA

MEMUTUSK AN

Menetapkan: PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
CENDEKIA UTAMA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS
DR. SOETOMO TAHUN 2019 :

Pasal 1.

(1) Statuta Universitas Dr. Soetomo Tahun 2019 adalah sebagaimana yang
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturar ini;

(2) Statuta Universitas Dr. Soetomo sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1)
adalah merupakan pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
di Universitas Dr. Soetomo, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman
dan/atau acuan dalam penetapan peraturan pelaksanaan statuta, baik pada
bidang akademik dan maupun pada bidang non-akademik sesuai dengan
kebutuhan;

Pasal 2.

(1) Atas dasar prinsip: kebutuhan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Senat
dan/atau Rektor Universitas Dr. Soetomo dapat mengusulkan perubahan
terhadap peraturan ini kepada Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;

(2) Segala bentuk perubahan terhadap peraturan ini adalah menjadi kewenangan
Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;

Pasal 3.

(1) Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan
Cendekia Utama Tentang Statuta Universitas Dr. Soetomo Tahun 2014
dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Peraturan pelaksanaan Statuta Universitas Dr. Soetomo Tahun 2014,
sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta Universitas Dr.Soetomo Tahun
2019 dinyatakan masih tetap berlaku dan bila bertentangan, maka aturan yang
dipakai adalah Statuta Universtas Dr. Soetomo Tahun 2019;

(3) Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan ini, baik peraturan pada bidang
akademik maupun peraturan pada bidang non-akademik harus disesuaikan
dengan peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak
diberlakukannya peraturan ini;



Pasal 4.

(1) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Tentang Statuta
Universitas Dr. Soetomo Tahun 2019 ini dinyatakan berlaku terhitung mulai
tanggal 1 November 2019,

(2) Agar setiap Sivitas Akademika Universitas Dr. Soetomo mengetahuinya,
memerintahkan kepada Rektor Universitas Dr.Soetomo  untuk
mensosialisasikannya kepada Sivitas Akademika Universitas Dr. Soetomo.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 11 September 2019

Mengetahui dan menyetujui:
Ketua Pembi,

Prof.Dr.Drs.H. EDDY YUNUS, ST MM.
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PEMBUKAAN

Universitas Dr. Soetomo adalah satu diantara sekian banyak perguruan
tinggi swasta yang ada di Jawa Timur. Pemilihan nama Universitas Dr. Soetomo
ini adalah merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa Dokter (Dr.) Soetomo

i seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang mendirikan Perkumpulan
Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Saat ini, tanggal 20 Mei kita kenal
sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang hari-hari Nasional yang bukan Hari
Libur.

Berdirinya Universitas Dr. Soetomo mempunyai kaitan sejarah yang erat
dengan Akademi Pimpinan Perusahzan Surabaya (APPS) yang didirikan oleh PT.
UDATIN pada tahun 1961. Selanjutnya, tahun 1967 APPS ditingkatkan statusnya
menjadi sekolah tinggi, dengan nama Sekolah Tinggi Administrasi dan
Kepemimpinan Perusahaan (STAKP). Tahun 1968 STAKP diubah namanya
menjadi Sekolah Tinggi Kepemimpinan dan Administrasi Perusahaan (STKAP).
Tahun 1977 STKAP diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) yang terdiri dari Jurusan Administrasi Niaga dan Jurusan Administrasi
Negara. Seiring dengan perjalanan waktu dan semangat para unsur Pimpinan
STIA, yang didukung oleh Pengurus Yayasan Satya Tatpara Adhikara (YPSTA),
maka pada tahun 1981 STIA ditingkatkan statusnya menjadi universitas, dengan
nama Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan
Yayasan Satya Tatpara Adhikara (YPSTA) Nomor: 35/Kpts/YPSTA/1981 tanggal
25 Juli 1981

S

1Y

Saat didirikan pada tahun 1981, Universitas Dr. Soetomo membina tiga (3)
fakultas, vakni: Fakultas [lmu Administrasi (FIA), yang merupakan perubahan
nama dari STIA sebagai sekolah tinggi menjadi fakultas; Fakultas Perikaran (FP);
dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), sebagaimana yang diatur
dalam Keputusan Yayasan Satya Tatpara Adhikara (YPSTA) Nomor:
37/KPTS/YPSTA/VIII/1981 tanggal 1 Agustus 1981. Tahun 1983 Universitas Dr.
Soetomo melakukan pengembangan lagi dengan mendirikan dua (2) fakultas,
yakni: Fakultas Ekonomi (FE) sekarang menjadi Fakutas Ekonomi dan Bisnis
(FEB); dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), sebagaimana yang
diatur dalam Keputusan Yayasan Satya Tatpara Adhikara (YPSTA) Nomor:
12/Kpt/YPSTA/II/1983 tanggal 7 Maret 1983. Tahun 1984 Universitas Dr.
Soetomo melakukan pengembangan lagi dengan mendirikan dua (2) fakultas,
yakni: Fakutas Sastra (FS) dan Fakultas Ilmu Komunikasi (FIK atau FIKOM),
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Yayasan Satya Tatpara Adhikara
(YPSTA) Nomor: 95/YPSTA/IX/1984 tanggal 2 Mei 1984 dan Nomor:
96/YPSTA/IX/1984 tanggal 2 Mei 1984. Tahun 1985 Universitas Dr. Soetomo
melakukan pengembangan lagi dengan mendirikan satu (1) fakultas, yakni:
Fakultas Hukum (FH), sebagaimana yang diatur dalam Keputusan MENDIKBUD
Nomor 0432/0/1985 tanggal 5 Oktober 1985. Tahun 2017 Universitas Dr.
Soetomo melakukan pengembangan lagi dengan mengakuisisi Akademi



Kebidanan Surya Sehat dan merubahnya menjadi sebuah fakultas dengan nama
Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dengan Program Studi Diploma-3 (D-3)
Kebidanan serta menambah Program Studi baru yaitu Diploma-3 (D-3) Teknologi
Transfusi Darah, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Yayasan Pendidikan
Cendekia Utama Nomor: 157/04/YP/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017. Hingga
saat ini, yakni tahun 2019 Universitas Dr. Soetomo membina sembilan (9)
fakultas dan 26 program studi seperti yang tersebut dalam Tabel 0.1.

Pendirian Universitas Dr. Soetomo dilandasi oleh semangat kebangsaan
dan kerakyatan yang menjadi nilai-nilai ajaran Dr. Soetomo. Sedangkan
Universitas Dr. Soetomo dijiwai oleh semangat Kebangkitan Nasional untuk
mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan manusia pada umumnya
dan kehidupan Bangsa Indonesia pada khususnya, melalui penyelenggaraan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang dikelola dengan baik, dan dijiwai oleh semangat
untuk menyukseskan pencapaiar misi pendidikan tinggi, yakni untuk: mencari,
menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran: ilmiah, fakta,
kesepakatan, sejarah, hukum, dan norma. Universitas Dr. Soetomo berkomitmen
untuk menciptakan, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi, sastra dan budaya sesuai tuntutan peradaban dan teknologi modern
pada nilai-nilai perjuangan Dr. Soetomo: mandiri, modern, dan beretika.

Untuk memaksimalkan keberhasilan para mahasiswa Universitas Dr.
Soetomo dalam bidang: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, Universitas Dr. Soetomo mengembangkan suasana penyelenggaraan
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang_berlandaskan pada prms1p pengelolaan
perguruan tinggi yang baik, yakni: nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu,
transparansi, akses keadilan, kolegialitas, dan subsidiaritas. Nilai-nilai yang
dikembangkan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
Universitas Dr. Soetomo adalah: nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai moral, serta nilai-
nilai budaya luhur Bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam:
Pancasila, Undang Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945, serta Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang
mengatur tentang: Sistem Pendidikan Nasional, dan Pendidikan Tinggi.
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BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

(1)

@

€)

4)

&)
©)

(7

®)

©)
(10)

(11)
(12)

Badan Penyelenggara Universitas Dr. Soetomo adalah Yayasan Pendidikan
Cendekia Utama yang selanjutnya disingkat YPCU, yang dalam statuta ini
disebut yayasan.

Universitas Dr. Soetomo yang selanjutnya disingkat Unitomo adalah
perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Program Pendidikan
Akademik dan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Statuta Universitas Dr. Soetomo yang sclanjutnya disebut statuta adalah
peraturan dasar pengelolaan Unitomo yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unitomo.

Rencana Induk Pengembangan yang sclanjutnya disingkat RIP adalah
rumusan arah pengembangan Unitomo dalam bidang akademik dan non
akademik uniuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rumusan
strategis pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutaya disingkai RKAT
adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Restra untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun dan perhitungan kebutuhan keuangan untuk
mewujudkan rencana kerja tersebut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,
program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
Pendidikan Tinggi.

Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan
Tinggi yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan
Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib
memperoleh izin dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.




(13) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalahnilai dan kegiatan utama yang diemban
oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

(14) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDikti
adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin
oleh seorang kepala.

(15) Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa.

(16) Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh
yayasan dan Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipekerjakan di
Unitomo.

(17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unitomo dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengeiahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

(18) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unitomo.

(19) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang
terdaftar di Unitomo.

(20) Alumni Unitomo adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada
jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan lulus oleh Rektor.

(21) Senat Unitomo adalah Organ Unitomo yang menjalankan fungsi
memberikan penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik,
pertimbangan, dan pengawasan akademik.

(22) Rektor adalah pimpinan Unitomo sevagai unsur pelaksana kebijakan
akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan
pengelolaan Unitomo untuk dan atas nama Menteri dan yayasan.

(23) Senat Fakultas adalah organ fakultas di lingkungan Unitomo yang
menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik.

(24) Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unitomo sebagai unsur
pelaksana kebijakan akademik di bidang pendidikan, yang menjalankan
fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan fakutas untuk
dan atas nama Rektor;

(25) Program Studi adalah kesaiuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi.

(26) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

(27) Sistim Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistim
pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan
beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam
kredit.



(28) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu
kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester
dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau
besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti
kegiatan kurikuler di suatu program studi.

(29) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian,
dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

(30) Standar Nasional Fendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran
pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(31) Standar Nasiona! Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistim penelitian
pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(32) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal
tentang sistim pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang
berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(33) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan
dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,
seni dan budaya.

(34) Lembaga Penelitian yang selanjutnya disingkat LP adalah unit kerja yang
melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni
dan budaya guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan daya saing
bangsa.

(35) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM
adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan mengamalkan dan
membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk
meningkatkan keszjahiteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

(36) Badan Penjaminan Mutu Unitomo adalah Badan yang memiliki kewajiban
untuk meningkatkan mutu akademik secara terus menerus dan
berkelanjutan.

(37) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah
kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh
Unitomo secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan secara
berencana dan berkelanjutan.

(38) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME,
adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan
dan tingkat pencapaian mutu program studi dan Unitomo.

(39) Badan Pengawas Internal adalah badan yang dibentuk oleh yayasan untuk
melakukan pengawasan dan evaluasi di bidang non akademik yang bersifat
internal dengan tujuan untuk mendukung kinerja pada unit-unit kerja di
lingkungan Unitomo.

(40) Kantor Akuntan Publik adalah badan independen di luar Unitomo yang
mendapat tugas dari yayasan untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan



‘pertanggunawaban keuangan Unitomo dan unit kerja yang ada di
ya.

- (41) Pola ilmiah pokok yang selanjutnya disingkat PIP merupakan hal yang
membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang
- (42) Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan asas atau nilai moral yang
dijadikan pedoman: berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang
mengikat dalam kaitannya dengan: peran, fungsi, tugas, kewajiban serta
tanggung jawab sebagai: dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam
mmjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BABII
VIS, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Visi Unitomo:

Menjadi Universitas unggul yang menermpati peringkat lima besar PTS di
Indonesia pada tahun 2030 dengan berlandaskan nilai-nilai perjuangan Dr.
Soetomo yaitu mandiri, moderr, dan beretika.

(2) Misi Unitomo:

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik agar
memiliki karakter modern yang mengedepankan etika.

b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat

- ¢ Menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki
kompetensi yang professional dan mandiri

d. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola
kelembagaan

€. Menialin kerjasama dengan stakeholder nasional dan internasional dalam
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(3) Tujuan Unitomo:

a. Menghasilkan lulusan yang professional, cerdas, dan mengedepankan
nilai-nilai mandiri, modern, dan beretika.

b. Menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi di jumal ilmiah bereputasi
nasional maupun internasional.

¢. Menerbitkan jurnal ilmiah yang bereputasi baik nasional maupun
internasional

d. Menghasilkan karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam rangka memperkaya Hak Kekayaan Intelektual Universitas baik
berupa buku, seni, budaya, sastra, prototype, desain produk, dan inovasi
lain yang bermanfaat.



& Mengelola sumer daya fenaga pendidik secara profesional dengan
meningkatkan kualitas dan kuantitasnya baik jenjeng pendidikan maupun

£ Melaksanakan proses belanjar mengajar yang efektif dan efisien.

2 Menciptakan sinergi antara stakeholder (pemangku kepentingan) dalam
melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB 111
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Nama Perguruan Tinggi ini adalah Universitas Dr. Soetomo yang selanjutnya
disebut Unitomo.

(2) Unitomo bertempat kedudukan di Jalan Semolowaru Nomor 84, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

(3) Badan Penyelenggara Unitomo adalah Yayasan Pendidikan Cendekia Utama

selanjutnya disingkat YPCU, yang awal berdirinya bernama Yayasan Satya

Tatpara Adhikara selanjutnya disingkat YPSTA yang didirikan berdasarkan

Akta Notaris Raden Soebiono Danoesastro Nomor; 18 Tanggal 5 Juli 1978,

bertempat kedudukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

(4) Pola ilmiah pokok yang dikembangkan Unitomo adalah keilmuan berbasis

koperasi dan kewirausahaan.

Bagian Kedua
Lambang, Bendera, Hymne, Mars, dan Busana Akademik

Pasal 4

(1) Lambang Unitomo
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2 lambang adalah sebagai berikut :

nsula melambangkan orientasi Pengembangan Pendidikan pada Tri

‘harma Perguruan Tinggi.

Wama dasar biru melambangkan: ketenangan, kearifan, keleluasaan, dan

3. Wama dasar kuning melambangkan keikhlasan dalam mengabdikan diri

- pada penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan memegang teguh

- modemisasi, beretika, dan kooperatif.

4. Sayap lima helai melambangkan etos kerja yang tinggi dengan berazaskan

S. Buku melambangkan semangat membaca, mengembangkan ilmu

- pengetahuan, teknologi, dan seni.

6. Akar melambangkan bahwa lembaga pendidikan ini memberi kesempatan

- yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di
~ Unitomo

- 7. Tiga condro sengkolo melambangkan yang tak meninggalkan tiga butir
~ dasar filsafat Taman Pendidikan Dr. Scetomo, yakni: modernisasi, etika,
dan kerjasama sebagai landasan berfikir dan bersikap dalam
- mengembangkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
~ dan budaya sehingga selalu adaptif terhadap perubahan lingkungan.

- 8 Kemudi kapal melambangkan pengendalian Pendidikan yang berpedoman
~ pada norma-norma sosial, akademik, hukum, norma-norma agama dan
~ kearifan lokal. .

- 9. Dua garis melambangkan pengembangan ilmu ilmiah dan ilmu amaliah.

- 10. Segi lima bingkai melambangkan orientasi pada ketagwaan, kebangsaan,
kecerdasan, keterampilan, dan keadilan.

Unitomo

‘Ukuran dan bentuk prototype bendera Unitome

‘Ukurar standard = 111 cm : 74 cm dengan perbandingan =3 : 2
Prototype bendera :

Warna dasar kuning

Lambang

Universitas "

111




Wama dasar Bendera Unitomo dan Fakultas di Unitomo

a2 Universitas : Kuning.

b. Fakultas Ilmu Administrasi : Ungu

¢. Fakultas Pertanian : Biru muda.

d. Fakultas Keguruan dan [lmu Pendidikan  : Hijau Tua

e. Fakultas Ekonomi : Abu-abu.

f. Fakultas Teknik : Biru tua

g. Fakultas Hukum : Merah

h. Fakultas Sastra : Putih

1. Fakultas Ilmu Komunikasi : Orange

J. Fakultas Ilmu Kesehatan : Hijau muda
UNIVERSITAS

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS PERTANIAN

11
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FAKULTAS KEGURUAN - FAKULTAS EKONOMI
DAN ILMU PENDIDIKAN DAN BISNIS

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS HUKUM FAKULTAS ILMU
KOMUNIKASI




(3) Hymne Unitomo
Bait 1

Bait 2

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

: Membahana di angkasa raya

persada nusantara

cita bangsa membangun
negara bahagia

adil makmur sentosa
bangkitlah soetomo
pendekar pendidikan
pembimbing pembina bangsa
penyebar ilmu

inti pemersatu

budaya bangsaku

dengan pedoman bakti tanpa pamrih
Soetomo almamaterku jaya

:Universitas dokter soetomo

almamaterku tercinta
kubaktikan diriku
mengagungkan citramu

demi cita-cita suci

menuntut ilmu

berdasar tridarma

sebagai kader penerus bangsa
guna menjelang

mentari cemerlang

semangat gemilang

dengan pedoman bakti tanpa pamrih
Soetomo almamaterku jaya

Lagu dan Syair: Soepardi K

13
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Hymne Unitomo
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: Namamu semerbak di Bumi Nusantara
Dokter Soetomo Pahlawan Bangsaku
Penyebar Ilmu dan Budaya Bangsa
Tuk Mencapai Indonesia Merdeka

: Namamu Ku Ukir pada Almamaterku
Universitas Dokter Soetomo
Wahana Penerus Cita-Citamu
Penempa Ilmu dan Budaya Bangsa

: Bangkitlah Putra-Putri Nusantara
Laksanakan Tri dharma Dasar Pancasila
Sebagai Dokter Soetomo Muda
Penegak Keadilan Pemersatu Bangsa

: Universitas Dokter Soetomo
Kebanggaanku, Aku Berjanji Padamu
Meneruskan Cita-Cita Dokter Soetomo
Sebagai Bukti pada Negeriku Indonesia

Syair: Ki. H. Mohammad Saleh
Lagu: Soetanto Soepiady, SH

16



Syair : KH. Mohammad Saleh
Lagu: Soctomo Soepiady, SH
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Mars Unitomo
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Mars Unitomo
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Busana Akademik Universita; Dr. Soetomo

a Toga dan Topi Rektor berwarna hitam dengan kalung berwarna kuning
emas;
b. Toga dan Topi Wakil Rekior berwarna Hitam dengan kalung berwarna
c. Topi dan Toga Guru Besar berwarna hitam dengan kalung berwarna
identitas Fakultas masing-masing;
d. Topi dan Toga Dekan berwarna Hitam dengan identitas Fakultas masing-
masing, dengan kalung herwarna putih perak;
e. Topi dan Toga Wisudawan berwarna Hitam dengan identitas Fakultas
masing-masing,
f Topi dan Jas Almamater mahasiswa berwarna Biru Tua dengan Identitas
lambang Unitomo.
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BABIV
ENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 5

Homo menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi,

mvatau Pendidikan Profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan,

Anologi, seni, dan budaya.

mye enggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
=lipuil program sarjana, magister, dan doktor.

myelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

acliputi program diploma, program sarjana terapan, magister terapan, dan

*Oklor terapan untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di
gang tertentu.

eayelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakar purﬁdikanﬁngg’setelahsa:janayangmpwsiapkanMalmsiswa

sntuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana

' padaayat(l)diaturda!achputusachktorsetclahmendapat
fimbangan Senat.

»

Pasal 6

‘Tahun akademik Unritomo dimulai bulan September dan berakhir pada bulan

fahun akademik terdiri atas 2 (dva) semester, yakni: Semester Gasal dan

Semester Genap, bilamana dipandang perlu diantara Semester Genap dan
Semester Gasal dapat diselenggarakan Semester Antara.

) Semester Gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan
- September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.

| Semester Genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan

- Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama.

) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas
16 (enam belas) minggu perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian
 tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.

¥ Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor.

phit

Pasal 7

1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
- pembelajaran, lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan
_ sebagai pedoman penyelenggaraan program studi

2 Struktur dan isi kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan




22

bangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan
ntuar pel'atmanperlmdang-undangan

uan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat
=tapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Semes ,ujianakhirsemester,dangemberiantugas

ji i dimaksud pada ‘ayat (1) dapat berupa ujian tertulis, dan
‘Femberian tugas sebagaimana dinaksud pada ayst (1) dilakukan melalui tugas
ferstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
Bent penilaimlainsebagaimamdimksudpadaaym(l)dﬂakukandalmm
benty pmih'nnprosesdanproduk
Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
- dengan huruf/angka seperti yang tertulis dalam Tabel 4.1,

Tabel 4.1.
HURUF DAN AN GKA NILAI HASIL BELAJAR MAHASISWA
| No. | HURUF ANGKA NILAI KETERANGAN
1 2 3 4
1 A = 86,00 Setara angka 4
2 A- 81,005/d 85,99 | Setara angka 3,75
3 B+ 76,00 5/d 80,99 | Setara angka 3,50
4 B 71,00 /d/ 75,99 | Setara angka 3,00
L. S5 B- 66,00 s/d 70,99 | Setara angka 2,75
6 C+ 61,005/d 65,99 | Setara angka 2,50
7 o 36,00 5/d 60,99 | Setara angka 2,00
8 D 36,00s/d 55,99 | Setara angka 1,00
9 E <36,00 Setara angka 0,00
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Stentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana
maksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor.

- Pasal 10

yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan
lnhmberhakmemperolehgelardandapatmengikuﬁwisud&

Stentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
aty l 4

i aX ATl

Rektor.

2 Pasal 11
Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan

1 Dharma Perguruan Tinggi di Unitomo.
Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar,
baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian
pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya
guna dan hasi! guna proses pembelajaran.

Pasal 12

srimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi: administrasi, tertulis,
‘dan wawancara,
Penerimazn mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
- membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial,
dan tingkat kemampuan ekcnomi.

 Unitomo dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dan perguruan
 tinggi lain dan mahasiswa tugas/izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan
) Unitomo dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus
- sarana dan prasarana yang tersedia.

| Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Uniicmo apabila memenuhi
~ Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dalam
- Keputusan Rektor

-
P

sesuai dengan

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 13

Kegiatan penelitian adalah kegiatan dosen dan mahasiswa yang dilakukan
secara mandiri, kelompok, dan/atau melalui kerjasama dengan pihak lain,
dalam rangka mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diarahkan
untuk memenuhi standard nasional penelitian yang terdiri atas :

a. Standard hasil penelitian,
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rd isi penelitian,
sard proses penelitian,
dard penilaian penelitian
dard pelaksanaan penelitian
dard sarana dan prasarana peneltian
adard pengelolaan penelitian, dan
mdard pendanaan dan pembiayaan penelitian.
#2n penclitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan
2n yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis sesuai
n otonomi keilmuan dan budaya akademlk,
#an penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinir

lanjut mengenai penelitian diatur dalam buku pedoman
Unitomo yang ditetapkan olch Rektor

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakai

Pasa! 14

= pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan dosen dan
iswa yang memanfaatkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan

gi untuk memajukan‘ kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan

bangsa;

: pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memenuhi standard
nal pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas :

sandard hasil pengabdian kepada masyarakat,
ndard isi pengabdian kepada masyaiakat,
idard proses pengabdian kepada masyarakat,
ard penilaian pengabdian kepada masyarakat
dard pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
indard sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
dard pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
- Standard pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
egiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada
fat (2) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah
cara sistimatis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
L Pelayanan kepada masyarakat;
B Penerapan ilmu pengatahuan dan teknoogi sesuai dengan bidang
t. Peningkatan kapasitas masyarakat, dan
d Pemberdayaan masyarakat;
dandar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
sasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan
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1dayak

n <an ilmu pengetahuan dan. teknologi guna memajukan
anteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
@ pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada
, )dikoordlmr oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
=nituan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam
pedm:an pengabdian kepada masyatakat Unitomo yang ditetapkan oleh

; BABV
EBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
OTONOMI KEILMUAN, DAN ETIKA AKADEMIK

Bagian Kesatu
1 Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otomomi
Keilmuan

Pasal 15

10 menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar
k, dan otonomi keilmuan.
DMC mm_[amm setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan
1 akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
_ melakukan studi, pengabdian kepada masyarakat, dan pembahasan
sert pmwamn ilmu kepada mahasiswa dan sesama akademisi, vang
_' olehnmma kaidah keilmuan, dan kode ethik akademik,
1 akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan
i=bebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan nngg: untuk mendalami dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara
anggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang
 dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan
1 pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan,
penelitiar pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan
ium:ng Jjawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
| Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
: mupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas
‘Akademika menyampalkan plkmm dan pendapat melalui kegiatan
- perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan
ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan di lingkungan Unitomo secara
- bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta
menjunjung tinggi nilai agama, moral, etika, dan kode ethik akademik.
Otonomi keilmuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) merupakan
kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran
menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan
cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

RLH
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‘akademika Unitomo mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,
=n budaya dengan berpedoman pada otonomi keilmuan yang bercirikan
1 dan kebebasan.

adan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
pada Unitomo ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh
sangan Senat Unitomo.

=an lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar
1 h otonomi keilmuan diatur dalam keputusan Rektor setelah

7 pertimbangan scnat.
Bagian Kedua
Etika Akademik
3 Pasal 16
memiliki etika akademik yang menjadi dasar perilaku bagi dosen,
siswa, dan tenaga kependidikan,
skademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

ok

L]

entuan la‘;njut mengenai pelaksanaan Etika Akademik Unitomo
gaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kode etik Unitomo yang
“apkan dalam Keputusan Rektor.

2 BAB VI
~ HAZAH, GELAR DAN SEBUTAN KELULUSAN, SERTA
- PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Ijazah
Pasal 17

azah diberikan kepada lulusan Unitomo disertai dengan transkrip akademik

an surat keterangan pendamping ijazah.

jazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis

alam Bahasa Indonesia dan dapat menggunakan Bahasa Inggris apabila

etentuan lebih lanjut mengenai ijazah, transkrip akademik, dan surat

ieterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua .
Gelar dan Sebutan Kelulusan

Pasal 18

dan sebutan kelulusan diberikan kepada mahasiswa yang telah
eayelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam menempuh
Bdidikan pada suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan
pun  ilmu yang tercantum dalam Letentuan peraturan perundang-

sebutan kelulusan scbagaimana tersebut dalam ayat (i) Ketentuan
g=nai penulisan dan penggunaan gelar dilaksanakan sesuai dengan
=entuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 19
Uniioino dapat memberikan penghargaan kepada seseorang dan/atau lembaga
yang dinilai telah berjasa memajukan dan/atau mengembangkan: ilmu
‘pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, yang dapat berupa gelar dar tanda
R i

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar dan tanda jasa
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor setelah
-mendapat pertimbangan Scnat,

[

BAB Vil
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Organ Yayasan
Paragraf 1
Umum
Pasal 20
8an yayasan terdiri dari:
B
). Pengawas
. Pengurus

Paragraf 2
Pembina

Pasal 21

{1) Pembina sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf a. adalah organ
yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada
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S atau Pengawas sebagaiména yang diatur dalam Akte Notaris No.10
September 2008, Pasal 7:

mgan Pembina adalah sebagaimana yang diatur dalam Akte Notaris
mggal 23 September 2008, Pasal 9;

Paragraf 3
Pengurus

Pasal 22

us sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf c. adalah organ

i yang melaksanakan kepengurusan yayasan, sebagaimana yang diatur

B Akte Notaris No.10 tanggal 23 September 2008, Pasal 13;

s dan wewenang Pengurus diatur dalam Akte Notaris No. 10 tanggal 23

mber 2008, Pasal 16;

mrus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan
® berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, sebagaimana yang diatur

2 Akte Notaris No. 10 tanggal 23 September 2008, Pasal 19,

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 23

s sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b. adalah organ
yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
urus dalam menjalankan kegiatan yayasan, sebagaimana yang diatur
Akte Notaris No. 10 tanggal 23 September 2008, Pasal 24.
fugas dan wewenang Pengawas adalah sebagaimana yang diatur dalam Akte
Notaris No. 10 tanggal 23 September 2008, Pasal 27.

Bagian Kedua
Unsur Organisasi Universitas Dr. Soetomo

Paragraf 1
Umum

: Pasal 24

sur Organisasi Universitas Dr. Soetomo terdiri dari-
Penyusun kebijakan,

Pelaksana akademik,

‘enjaminan Mutu dan Pengawas Internal,
Penunjang Akademik dan Sumber Balajar,
Felaksana Administrasi atau Ketatausahaan
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Pardgraf 2
Penyusun Kebijakan

Pasal 25
2 kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a. terdiri

Unitomo,
pada masing-masing fakultas:

2t Unitomo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. adalzh bacdan
Batif dan perwakilan tertinggi di Unitomo sebagai unsur penyusun
Jakan akademik yang menjalankan fungsi penetapan, memberi
timbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik ¢i Unitomo,
Bat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b., adalah badan
mati dan perwakilan tertinggi di masin -masing fakultas sebagai unsur
yusun kebijakan akademik yang menjalankan fungsi penetapan, memberi
igan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat

Ham menjalankar fungsi Scnat Unitomo sebagaimana dimaksud ayat (2),
mat Unitomo mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
Penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
1. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran,
_ penelitian, dan pengabdijan kepada masyarakat kepada Rektor,
2. Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan
~_ penutupan prograin studi;

< Pe!laaianpertimbangantemadappemberianataupencabutangelardan
Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Guru Besar;
- 5. Pemberian rekomendasi pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma,

etika, dan peraturan akademik oleh Civitas Akademika kepada Rektor.
- 6. Memberikan penilaian secara tertutup oleh masing-masing Anggota
Senat kepada calon Rektor dan Wakil Rektor yang diusulkan untuk

i menjadi Rektor dan Wakil Rektor;
- 7. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan penetapan
- Statuta yang diusulkan oleh Rektor kepada yayasan;
C Pengawasan terhadap:
1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Civitas Akademika;

2. Penerapan ketentuan akademik:
- 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada standar
- nasional pendidikan tinggi;

- 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
- otonomi keilmuan;
- 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
- 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
- 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
~ masyarakat,
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M menjalankan fungsi Senat Fakultas Unitomo sebagaimana dimaksud
(3) SuntFakultasmanplmyajtugasdanwewenangsebagaibedkut
ertimbangan terhadap:

FPemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran,
penelitiar danpengabdjankepadamasyamkatkepadaDekan;
Pemberian pertimbangan kepada Dekan dalam pembukaan dan
Penutupan program studi;

- Pemberian rekomendasi pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma,
‘€Bka, dan peraturan akademik olch Civitas Akademika kepada Dekan.
gawasan terhadap:

Penerapan ketentuan akademik;

~ Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada standar
__ masional pendidikan tinggi;

E Pdlksamankebebasanakademik, kebebasan mimbar akademik, dan
- otonomi keilmuan;

4. Pelaksanaan tata tertib akademik:

- 3. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan

- 6. Peluksanzan proses pembclajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
- masyarakat,

Susunan keanggotaan Senat Unitomo terdiri atas:

Bb. Rektor;

€. Wakil Rektor;
‘d Dekan;

‘& Wakil dosen 1 (satu) orang dari masing-masing fakultas;

: Senat Unitomo yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana
aksud pada ayat {6) huruf e. mewakili masing-masing fakultas.

Senat Fakultas terdiri atas:

L

- .

2 Para Guru Besar
~ b. Dekan;

¢. Wakil Dekan;
d. Ketua Program Studi

~ € Wakil dosen 1 (satu) orang dari masing-masing Program Studi;

‘ Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana
pada ayat (8) huruf e. mewakili masing-masing Program Studi.

- Organ Senat Unitomo dan Fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat
- (1) terdini atas:

- 2 Ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris merangkap anggota: dan

~ c. Anggota.

) Ketua Senat Unitomo dijabat oleh Rektor, dan Ketua Senat Fakultas dijabat
') Sekretaris Senat Unitomo dan Sekretaris Senat Fakultas dijabat oleh 1 (satu)
~ diantara anggota Senat;

) Selain Guru Besar, masa

jabatan Anggota Senat Unitomo sebagaimana yang
ud dalam Ayat (6) dan Anggota Senat Fakultas sebagaimana yang
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ksud dalam Ayat (8) adalah 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan diangkat

Bali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode masa

f2n berturut-turut untuk jabatan yang sama;

gota Senat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) diangkat dan
entikan oleh yayasan atas usul Rektor.

Paragraf 3
Pelaksana Akademik

Pasal 26

akademik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
iah Rektor;

or scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pimpinan Unitomo
@gai unsur pelaksana kebijakan akademik yang menjalankan fungsi
Etapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unitomo untuk dan atas
2 Menteri dan yayasan.

m menjalankan fungsi scbagaimana dimaksud ayat (2), Rektor
mpunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Mengusulkan draft statuta yang disusun oleh Tim yang dibentuk oleh
‘Rektor, dengan melampirkan pertimbangan dari Senat;

‘Menyusun dan mengusulkan kode etik akademik untuk ditetapkan oleh

- Menyusun  dan/atau mengubah Rencana Induk Pengembangan (RIP)

- Unitomo; :

i Menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis (RENSTRA) Unitomo;

. Menyusun dan/atau mengubah Rencana Operasional (RENOP) dan
~Reacana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unitomo (RAPBU);

. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Unitomo;

£ Menjatuhkan sanksi kepada Civitas Akademika yang melakukan

- pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik
- berdasarkan rekomendasi Senat;

Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang
- melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
~ undangan;
L Membina dan mengembangkan Tenaga Pendidik dan Tenaga
~ Kependidikan;

J- Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
-k Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Unitomo (APBU) yang telah
~ disahkan oleh yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

L Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi

- informasi dan komunikasi yang handal serta mendukung pengelolaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan,
~ kemahasiswaan, dan kealumnian;
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dan menyampaikan laporan  pertanggung Jjawaban

sgaraan Bidang Akademik kepada Kemenristekdikti RI dan

ggaraan Bidang non Akademik kepada yayasan;

kan pengukuhan Guru Besar;

dan mengembangkan hubungan Unitomo dengan alumni,

mmtah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan Tri Dharma

mruan Tinggi, dan masyarakat: dan

sihara kcamanan, ketertiban, dan kebersihan kampus untuk

@n kenyamaran lingkungen kerja bagi civitas akademika dalam
iakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

njalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2)

gasnya sebagaimana yang dimaksud daiam ayat (3), dalam bidang

mik Rektor bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset,

pogi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, sedangkan dalam

, administrasi umum, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta

gan Rektor bertanggung jawab kepada yayasan, -

f dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil

-«

elitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
al Rektor I, yang membidangi kegiatan: administrasi umum,
skl Rektor I11, yang membidangi kegiatan: kemahasiswaan dan alumni.
IV, yang membidangi kcgiatan: kerjasama, hubungan
Syarakat dan promosi;

I Rekior sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5), dalam
sanzkan tugas sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab langsung

1= 410

Rdtor L yang membidangi kegiatan: pendidikan dan pengajaran,

r sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Wakil Rektor
Bimana yang dimaksud dalam Ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh
)atan Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana yang dimaksud dalam
adalah 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan diangkat kembali dengan
tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode masa jabatan berturut-
Jabatan yang sama;

Pasal 27
= akademik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b. yang
wah Rekitor terdiri dari unit kerja:
as dan Program Studi;
emen Mata Kuliah dan Pengembangan Kepribadian;
emen E-Learning.
S

222 Pengabdian kepada Masyarakat:
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i Pasal 28

fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah

‘Bimpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola

=ndidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam

mumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, yang

pimpin oleh seorang Dekan:;

kan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah unsur pelaksana

oyjakan akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

syarakat yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan

gelolaar fakutas untuk dan atas nama Rektor;

am menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Dekan

mpunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas;

Menyusun dan/atau  mengubah Rencana Operasional (RENOP) dan

Rencar; Angg:anPendapatandanBe]anjaFakultas (RAPBF),

- Mengelola penyelenggaraan akademik bidang pendidikan sesuai dengan

fencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas;

- Mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Civitas Akademika Fakultas yang

‘melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan

‘@kademik berdasarkan rekomendasi Senat Fakultas kepada Rektor;

- Mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Fakultas yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
-rundang-undangan kepada Rektor;

bina dan mengembangkan Tenaga Pendidik dan Tenaga

i Fakultas;

. Membin; danmmgembangkanMahasismFakdtas; :

- Mengeloia Anggaran Pendapetan dan Belanja Fakutas (APBF) vang telah

. disahkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

L Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi

informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri

~ Dharma Perguruan Tin i, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan,

kemahasiswaan, dan kealumnian:

Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung  jawaban

penyelenggaraan Bidang Non-Akademik dan penyelenggaraan Akademik

bidang pendidikan kepada Rektor;

Membina dan mengembangkan hubungan fakultas dengan alumni,

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan Tri

- Dharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan

. Memelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan kampus untuk

menciptakan kenyamanan lingkungan kerja bagi civitas akademika dalam

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unitomo dan/atau

~ Fakultas;

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2)

dan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Dekan

-bertanggung jawab kepada Rektor:
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dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil
yakni:

Wakil Dekan [, membidangi kegiatan: Akademik, Kemahasiswaan,
Kerjasama, dan Promosi

Wak; DekanILmembidangi kegiatan: Administrasi Umum, Keuangan,
“Pegawaian, dan Sarana Prasarana,

kil Dekan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5), dalam
#aksanakan tugas sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab langsung

d sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Wakil Dekan
imana yang dimaksud dalam Ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh

_ jlbntanDekandanWakilDekan bagaunanayangdtmaksuddalmn

Pasal 29

rogram Studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a. adalah
|atuan kegiatan pendidikan dan pembeiajaran yang memiliki kurikulum
an metode gen_nbelajaran‘ tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,

pelaksana kebijakan akademik di bidang pendidikan, yang menjalankan
fu 'pengelolaanProgmn Studi untuk dan atas nama Dekan;

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Ketua Program
Studi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

2 Menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis (RENSTRA) Program
" Studi-

b. Menyusun dan/atay mengubah Rencana Operasional (RENOP) dan

- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Program Studi (RAPBPS),

€ Mengelola penyelenggaraan akademik bidang pendidikan sesuai dengan

. lulcanakeljadananggamntahunanProgram Studi;

d. Mengusulkan Penjatubian sanksi kepada Civitas Akademika Program Studi
yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atan peraturan

akademik kepada Dekan;

€ Mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan
Program Studi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

£ Membina dan mengembangkan Tenaga Pendidik dan Tenaga

- Kependidikan Program Studi;

2 Membina dan mengembangkan Mahasiswa Program Studi:

- h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri
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ma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan,
iswaan, dan kealumnian;

dan menyampaikan laporan pertanggung  jawaban

=enggaraan Bidang Non-Akademik dan penyelenggaraan Akademik

e pendidiks 1 kepadADekan;

dan mengembangkan hubungan Program Studi dengan alumni,

smiah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan Tri

ma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan

ihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja

menjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di

20 dan/atau Fakultas dan/atau Program Studi;

‘menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud daiam Ayat (2)

@snya sebagaimana ayat (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab

Frogram Studi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh:

retaris Program Studi,

Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Studio, dan Kepala Pusat
ssen Program Studi

@iatur dalam keputusan yayasan;

s dan tanggung jawab Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala
80, dan Kepala Pusat Studi diatur dalam keputusan yayasan atas usul

jetaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala
o, Kepala Pusat Studi, dan Dosen Program Studi sebagaimana yang
aksud dalam Ayat (5), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
gsung kepada Ketua Program Studi;
#ua Program Studi sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), Sekretaris
gram Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Studio,
=pala Pusat Studi, dan Dosen Program Studi sebagaimana yang dimaksud
lam Ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh yayasan;
@ jabatan Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala
atorium, Kepala Bengkel, Kepala Studio, dan Kepala Pusat Studi
ebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (8) adalah 4 (empat) tahun, dapat
dr dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)
ali periode masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama.

Pasal 30

‘Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian sebagaimana
ng dimaksud dalam Pasal 27 huruf b., dipimpin oleh seorang Kepala,
Kepala Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah unsur pelaksana kebijakan
akademik di bidang pendidikan, yang menjalankan fungsi pengelolaan
Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian untuk dan atas
nama Rektor;
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menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala
emen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian mempunyai tugas
wenang sebagai berikut:
yusun  dan/atau  mengubah Rencana Strategis (RENSTRA)
*men Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian;
yusun dan/atau mengubah Rencana Operasional (RENOP) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Mata Kuliah dan
smbangan Keperibadian (RAPBDMKPK);
gelola penyelenggaraan akademik bidang pendidikan sesuai dengan
#na kerja dan anggaran tahunan Departemen Mata Kuliah dan
gusulkan penjatuhan sanksi kepada Civitas Akademika Departemen
Kuliah dan Pengembangan Keperibadian yang melakukan
jaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik kepada

@an penjatuhan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan
memen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian yang
Sakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
angan kepada Rektor;
a2 dan mengembangkan Tenaga Pendidik dan Tenaga
dikan Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian;
: dan mengembangkan Mahasiswa Departemen Mata Kuliah dan
mgembangan Keperibadian; *
mgelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Mata Kuliah
' Pengembangan Keperibadian (APBDMKPK) yang telah disahkan
#h Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
smyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
si dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri
Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan;
yusun dan menyampaikan laporan pertanggung  jawaban
Smyeienggaraan Bidang Non-Akademik dan penyelenggaraan Akademik
idang pendidikan kepada Rektor;
embina dan mengembangkan hubungan Departemen Mata Kuliah dan
mgembangan  Keperibadian dengan alumni, Pemerintah Pusat,
emerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan
Iinggi, dan masyarakat; dan
jamin kenyamanan dan kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan
mggi di Unitomo.
#m menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2)
* fugasnya sebagaimana ayat (3) Kepala Departemen Mata Kuliah dan
gembangan Keperibadian bertanggung jawab kepada Rektor;
ala Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian dalam
laksanakan tugasnya dapat dibantu oleh:
Sekretaris Kepala Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan
eperibadian

-Dosen Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian
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i dalam keputusan yayasan :
8 Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian dan

partemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian
ana yang dimaksud dalam Ayat (5), dalam melaksanakan tugasnya
Bng jawab langsung kepada Kepala Departemen Mata Kuliah dan
riemen Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian
yang dimaksud dalam Ayat (1), Sekretaris Departemen Mata
engembangan Keperibadian, dan Dosen Departemen Mata Kuliah
gembangan Keperibadian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat
at dan diberhentikan yayasan;

1 Kepala Departemen Mata Kuliah dan Pengembangan

sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Sekretaris
men Mata Kuliah dan Pengembangan Keperibadian sebagaimana
maksud dalam Ayat (5) adalah 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan
i kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode
atan berturut-turut untuk jabatan yang sama.

Pasal 31

emen E-Leaming sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c.
sin ole “
Departemen E-Learning sebagaimana dimaksud dalam Ayai (1)
pelaksana kebijakan akademik di bidang pendidikan, yang
mkan fungsi pengelolaan Departemen E-Learning untuk dan atas

B menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat {2), Kepala
temen E-Learning mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
sun dan/atau  mengubah Rencana Strategis (RENSTRA)
men E-Learning;
sun dan/atau mengubah Rencana Operasional (RENOP) dan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen E-Learning
RAPBDEL),
Mengelola penyelenggaraan akademik bidang pendidikan sesuai dengan
- fencana kerja dan anggaran tahunan Departemen E-Leaming;
penjatuhan sanksi kepada Civitas Akademika E-Learning
- ¥ang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan
akademik kepada Rektor;
& Mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan
Departemen E-Learning yang melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dekan;
Membina dan mengembangkan Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Departemen E-Learning;
‘& Membina dan mengembangkan Mahasiswa E-Leamning;

-



mgelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcpartcmcn E-Learning
BDEL) yang telah disahkan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan
"_, > berlaku,
myelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
si dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri
Perguma.n Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan;
myusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban
ayelenggaraan Bidang Non-Akademik dan penyelenggaraan Akademik
pendldika.n kepada Rektor;
a dan mengembangkan hubungan Departemen E-Leaming dengan
Pan"nntah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan Tri
na Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
elihara kenyamanan dan kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan
! &Umtomo
" u:jalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2)
mgasnya scbagaimana ayat (3) Kepala Departemen E-Learning
g jawab kepada Rektor;
anrtanen E-Learning dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu

is Kepala Departemen E-Learning,
Depmemen E-Learning
ﬁm’ dalam keputusan yayasan

ire Depanemen E-Learning dan Dosen Depariemen E-Learning
a yang dimaksud dalam Ayat (5), dalam melaksanakan tugasnya
g jawab langsung kepada Kepala Departemen E-Learning;
Dq:artemen E-Learning sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1),

Depmemen E-Learning, dan Dosen Departemen E-Learning
a yang dimaksud dalam Ayat (5) diangkat dan diberhentikan

fasa jabatan Kepala Departemen E-Learning sebagaimana yang dimaksud
lam Ayat (1) dan Sekretaris Departemen E-Learning sebagaimana yang
maksud dalam Ayat (5) adalah 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan diangkat

bali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode masa
1 berturut-turut untuk jabatan yang sama.

Pasal 32

!ﬂinga Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf d.
- adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu
' mhuan, telmologl, seni dan budaya guna meningkatkan kecerdasan
~ masyarakat dan daya saing bangsa, yang dipimpin oleh seorang Ketua;

| Ketua Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
- mnsur pelaksana kebijakan akademik di bidang penelitian, yang menjalankan
fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Lembaga

Penelitian untuk dan atas nama Rektor;

- Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Ketua Lembaga
- Penelitian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
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denyusun_dan/atau mengubah Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga

nciian:

Menyusun  dan/atau  mengubah Rencana Operasional (RENOP) dan

sencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Penelitian
RAPBLP);

dengelola penyelenggaraan akademik bidang penelitia sesuai dengan

-ncana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penelitian;

Mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Civitas Akademika Lembaga
‘enelitian yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau
eraturan akademik kepada Rektor: :

Hengusulkan penjatuhan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan

#mbaga Penelitian yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

%raturan perundang-undangan kepada Rektor;

flembina dan mengembangkan Tenaga Peneliti dan Tenaga Kependidikan
mbaga Penelitian;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Penelitian

yang telah disahkan oleh Yayasan sesuzi dengan ketentvan yang

' 8LP)
iz "
sacnyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
‘mformasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri
‘Dharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan;
Menyusun  dan menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban

penyeienggaraan Bidang Non-Akademik-dan penyelenggaraan Akademik

ndang penelitian kepada Rektor;
1 hinm dan mengembangkan hubungan Lembaga Penelitian dengan
alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. pengguna hasil kegiatan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
. Memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja
untuk menjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
~ Unitomo dan/atau Lembaga Penelitian;
Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2)
B fugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Ketua Lembaga
Penclitian bertanggung jawab kepada Rektor:
£tua Lembaga Penelitian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- Sekretaris Lembaga Penelitian,
B. Dosen selaku peneliti
Sekretaris Lembaga Penelitian dan Dosen selaku peneliti sebagaimana yang
dimaksud dalam Ayat (5), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
Afangsung kepada Ketua Lembaga Penelitian;
Ketua Lembaga Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan
ckretaris Lembaga Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5)
angkat dan diberhentikan oleh yayasan;
Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam
- Ayat (1) dan Sekretaris Lembaga Penelitian sebagaimana yang dimaksud
dalam Ayat (5) adalah 4 (empat) tahun, dapat dipilih dan diangkat kembali
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| Ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode masa jabatan
it untuk jabatan yang sama.

Pasal 33

2ga Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam
27 huruf e. adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan mengamalkan
embudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk
gkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, yang
pin oleh seorang Ketua;
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
ayat (1) adalah unsur pelaksana kebijakan akademik di bidang
abdian Kepada Masyarakat, yang menjalankan fungsi penetapen
2n non-akademik dan pengelolaan Lembaga Pengabdian Kepada
arakat untuk dan atas nama Rektor;
menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Ketua Lembaga
abdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas dan wewenang sebagai

enyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga

engabdian Kepada Masyarakat;

Enyusun  dan/atan mengubah Rencana Operasional (RENOP) dan

encan: Pendapatan dan Belanja Lembaga Pengabdian Kepada
ssyarakat (RAPBLPM); _

engelola penyelenggaraan akademik bidang penelitia sesuai dengan

kerja dan anggaran tahunan Lembaga Pengabdian Kepada

sscngusulkan perjatuhan sanksi kepada Civitas Akademika Lembaga

Pengabdian Kepada Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadan

no elih,danlataupemmmnakadenﬁkkepadakektor;

Mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang melakukan pelanggaran

se 'th:pnketentuanpemtmanpcnmdang-lmdangankepadakekton

- Membina dan mengembangkan Tenaga Peneiiti dan Tenaga Kependidikan

Lembag: Pengabdian Kepada Masyarakat;

Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Pengabdian

- Kepada Masyarakat (APBLPM) yang telah disahkan oleh ‘Yayasan sesuai

- dengan ketentuan yang berlaku;

Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi

ormasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri
ma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan;

asun - dan  menyampaikan  laporan pertanggung  jawaban

-nyelenggaraan Bidang Non-Akademik dan penyelenggaraan Akademik

idang Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor;

- Membina dan mengembangkan iubungan Lembaga Pengabdian Kepada

- Masyarakat dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

<=y

|
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mma hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; -

@ra keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja

enjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
f/atau Lembaga Pengabdian Kepada -

ankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2)

v imana yang dimaksud dalam ayat (3), Ketua Lembaga

_Masymakatbertanggungjawabkepadakektor; :

abaga Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan

u oleh:

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat,

=laku Pengabdi Kepada Masyarzakat

Lembaga Penclitian dan Dosen selaku Pengabdi Kepada

. sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5), dalam

fugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga

=X

sbaga Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud
8t (1) dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
yang dimaksud dalam Ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana
aksud dalam Ayat (1) dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada
at i yang dimaksud dalam Ayat (5) adalah 4 (empat)
ipat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih
8a) kali periode masa jabatan berturut-turut untuk Jjabatan yang sama.

Paragraf 4
Penjaminan Mutu, dan Pengawas Internal

Pasal 34

‘ Mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.
‘Badan yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu akademik
| ierus menerus dan berkelanjutan, yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
pakan organ organisasi di bawah Rektor yang menjalankan fungsi
minan mutu internal Unitomo untuk dan atas nama Rektor;

m menjalankan fungsi penjaminan mutu internal Unitomo sebagaimana
aksud pada ayat (2) Kepala Badan Penjaminan Mutu memiliki tugas dan

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan
mengembangkan SPMI,

Menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari:

b.1. Buku Kebijakan SPMI,

Buku Manual SFMI,
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# Standar SPMI,
Fformulir SPMI,
dan mengusukan kebijakan stantdar mutu pendidikan di
uk ditetepa oleh Rektor.
ian kebijakan stantdar mutu pendidikan di Unitomo
si pelaksanaan kebijakan standar mutu pendidikan di Unitomo;
Bdalikan pelaksanaan kebijakan standar mutu pendidikan di
; dan
Skatkan capaian standar mutu pendidikan di Unitomo;
enjalankan fungsi penjaminan mutu internal Unitomo sebagaimana
aksud dalam Ayat (2) dan tugasnya sebagaimana yang dimaksud
jat (3), Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal bertanggung jawab
Badan Pernjaminan Mutu Internal dalam melaksanakan tugasnya
bich 4 (empat) Kepala Bidang, yakni:
Bidang penjaminan mutu pendidikan,
2 Bidang penjaminan mutu penelitiian,
Bidang penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
Bidang penjaminan mutu non akademik (administrasi akademik,
smistrasi umum dan administrasi kemahasiswaan).
- Bidang sebagaimana vang dimaksud dalam Ayat (5), dalam
imakan tugas sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab langsung
i Kepala Badan Pernjaminan Mutu Internal;
i Penjaminan Mutu Internal sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat
i Kepala Bidang sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) diangkat
erhentikan oleh yayasan;
| jabaian Kepala Penjaminan Mutu Internal dan Kepala Bidang
imana yang dimaksud dalam Ayat (7) adalah 4 (empat) tahun, dapat
i dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)
peniode masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama,
n lebih lanjut mengenai Penjaminan Mutu diatur dalam Keputusan
or sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

asan Internal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.,
badan yang menjalankan pengawasan dan evaluasi di bidang non
*mik yang bersifat internal dengan tujuan untuk mendukung kinerja pada
nit kerja di lingkungan Unitomo, yang dipimpin oleh seorang Kepala

a Badan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
upakan organ organisasi di bawah Rektor yang menjalankan fungsi
=mgawasan dan evaluasi di bidang non-akademik Unitomo untuk dan atas
ama Rektor.

am menjalankan fungsi pengawasan non-akademik Unitomo sebagaimana
sud pada ayat (2) Kepala Badan Pengawasan Internal memiliki tugas
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I wewenang:

Mer un dan mengusulkan kebijakan pengawasan internal bidang non-
akademi mltukdltetapkanolehRektor

‘Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-
1 =—' sun laporan hasil pengawasan internal; dan

‘Memberikan saran dan/atau  pertimbangan mengenai perbaikan
- pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil
- pengawasan internal.

alam menjalankan fungsi pengawasan internal Unitomo sebagaimana yang
maksud dalam Ayat (2) dan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam
at (3), Kepala Badan Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada
pala Badan Pengawasan Internal Internal dalam melaksanakan tugasnya
sbantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang, yakni:

. Kepala Bidang Audit Internal,

. Kepala Bidang Audir Tata Kelola;

£p Bidang sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5), dalam
;—' isanakan tugas sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab langsung
epada Kepala Badan Pengawasan Internal;

a Badan Pengawasan Internal sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat
1) dm Kepala Bidang sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) diangkat
an diberhentikan oleh yayasan;

das: Jabatan Kepala Penjaminan Mutu Interlan dan Kepala Bidang
lagainiana yang dimaksud daam Ayat (7) adalah 4 (empat) tahun, dapat
alih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)
kali psriode masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama;

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Internal diatur dalam
Keputusan Rektor sesuai dengan ketentvan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penunjang Akademik dan Sumber Balajar

Pasal 36

mnjang akademik dan sumber belajar, sebagaimana yang dimaksud dalam
2l 24 Huruf d. terdiri dari unit kerja:

JPT Perpustakaan;

UPT Teknologi Informasi;

UPT Unitomo Press;

Lembaga Sertifikasi Profesi;

‘Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Pusat Pengelolaan Jurnal,

Pusat Gallery Bursa Efek;

Pusat Karier dan Tracer Study;

Unitomo Language and Culture Centre (ULCC).




Pasal 37

Bt kerja Penunjang Akademik dan Sumber Balajar sebagaimana dimaksud
36, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Penunjang Akademik dan Sumber Belajar sebagaimana dimaksud

ayat (1) merupakan organ universitas di bawah Rektor yang

malankan fungsi menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitiian,

gabdiar kepadamasyarakat,scnapelaksanaanachnmistmsidantatausaha

@m menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organ
unjang AkademikdanSumberBalajarmclaksanakantugasdanwewenang
igaimana yang diatur lebih lanjut dalam keputusan yayasan atas usul

am menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

Kepala Kepala Penunjang Akademik dan Sumber Belajar bertanggung

25 kepada Rektor

Penunjang Akademik dan Sumber Balajar di Unitomo sebagaimana

sud pada ayat (1) dapai berasa! dari Dosen dan/atan Tenaga

ndidikan

siam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
Aepala Penunjang Akademik dan Sumber Belajar dibantu oleh staff yang

lebih lanjut dalam keputusan yayasan

Penunjang Akademik atau Sumber Balajar sebagaimana yang

Sud dalam Ayat (1) dan’staff sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat

‘@angkat dan diberhentikan oleh yayasan;

Jabatan Kepala Penunjang Akademik atau Sumber Balajar scbagaimana
ang dimaksud dalam Ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
em dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode masa
sbatan berturut-turut untuk Jjabatan yang sama.

(etentuan lebih lanjut mengenai organ Penunjang Akademik atau Sumber
di Unitomo diatur dalam Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan
an perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelaksana Administrasi atau Ketatausahaan

Pasal 38

sur Pelaksana Administasi atau Ketatausahaan Universitas sebagaimana

‘dimaksud dalam Pasal 24 Huruf e, terdiri dari:

b. Bagian pada Biro

€ Tata Usaha pada Fakultas, Tata Usaha pada Lembaga,Tata Usaha pada
- Badan Penjaminan Mutu, dan Tata Usaha dan/atau Bagian pada UPT

4. Sub Bagian pada Bagian di Biro
€. Sub Bagian pada Tata Usaha

| Biro sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. terdiri dari:
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W0 Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
50 Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian

0 Administrasi, Kerjasama, Humas, dan Promosi
 Administasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana yang
sksud dalam Ayat (2) huruf a. membawahi

agian Administrasi Akademik,

Bagian Perencanaan dan Evaluvasi Akademik

3agian Kemahasiswaan dan Alumni.

© Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian sebagaimana yang
gaksud dalam ayat (2) huruf b. membawahi:

Sagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga

Sagian Kevangan

Bagian Kepegawaian

® Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Promosi sebagaimana yang
maksud dalam ayat (2) huruf c. membawahi:

gian Huburgan Masyarakat, dan Promosi

Pasal 39

agian Administrasi Akademik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38

yat (3) huruf a. membawahi:

. Sub Bagian Registrasi dan Statistik. .

- Sub Bagian Administrasi Akademik.

Sagian Perencanaan dan Evaluasi Akademik sebagaimana yang dimaksud

@alam Pasal 38 ayat (3) huruf b. membawahi:

L Sub Bagian Perencanaan Sarana dan Prasarana Akademik

». Sab Bagian Evaluasi Akademik.

3agian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (3) huruf c. membawahi-

. Sub Bagian Pembinaan Penalaran, Minat, dan Bakat

Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa.

€. Sub Bagian Karier dan Tracer Study

‘Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud
«dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a. membawahi:

2 Sub Bagian Administrasi Umum

B. Sub Bagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan.

€. Sub Bagian Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan.

d. Sub Bagian Teknik dan Pemeliharaan.

- Bagian Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf
'b. membawahi:

2 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

b. Sub Bagian Bendahara

Bagian Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)
buruf c. membawahi:

a. Sub Bagian Pengembangan Karier dan Kompetensi Pegawai
b. Sub Bagian Gaji
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(7) Bagian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf
a. membawabhi:
a. Sub Bagian Perencanaan Kerjasama.
b. Sub Bagian Implementasi dan Evaluasi Kerjasama

(8) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38
ayat (5) huruf b. membawabhi-
a. Sub Bagian Protokoler
b. Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi, dan Promosi.

Pasal 40

(1) Tata Usaha pada Fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) huruf ¢. membawahi-
a. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
b. Sub Bagian Umum dan keuangan
(2) Tata Usaha pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c. membawahi:
a. Sub Bagian Teknologi Informasi dan KXomunikasi
b. Sub Bagian Pelayanan Teknis & Penelitian
c. Sub Bagian Pelayanan Teknis & Pengabdian Masyarakat.
(3) Tata Usaha pada Badan Penjaminan Mutu sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf ¢ membawahi:
a. Sub Bagian Administrasi Umum
b. Sub Bagian Pengendalian Dokumen dan Informasi
(4) Tata Usaha pda UPT Teknologi Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf c. membawahi:
c. Seksi Infrastruktur Jaringan
d. Seksi Pengembangan Aplikasi
(5) Tata Usaha pada UPT Perpustakaan sebagaimana yan g dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) huruf c. membawahi:
a. Sub Bagian Umum,
b. Sub Bagian Pelayanan
(6) Bagian Pelayanan pada UPT Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c. membawahi:
a. Sub Bagian Layanan Referensi,
b. Sub Bagian Layanan Sirkulasi
c. Sub Bagian Layanan Pengolahan
(7) Tata Usaha pada UPT Unitomo Press sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) kuruf ¢. membawahi:
a. Seksi Distribusi dan Sirkulasi
b. Seksi Teknis Operasional
(8) Tata Usaha dan Sub Bagian pada Departemen, dan UPT lainnya akan diatur
tersendiri oleh yayasan atas usul Rektor.
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Pasal 41

lagian pada Biro, Tata Usaha pada Fakultas, Tata Usaha pada Lembaga,
= pada UPT, Sub Bagian pada Bagian, dan Sub Bagian pada Tata
@eaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipimpin oleh

. Kepala Bagian pada Biro, Kepala Tata Usaha pada Fakultas,
 Usaha pada Lembaga, Kepala Tata Usaha pada UPT, Kepala Sub
Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Tata Usaha sebagaimana
ud dalam ayat (1) merupakan tenaga kependidikan tetap yayasan
enjakan di Unitomo.

Wwewenang, dan tanggung jawab Kepala Biro, Kepala Bagian
pala Tata Usaha pada Fakuitas, Kepala Tata Usaha pada UPT,
2 Ussha pada Lembaga, Kepala Sub Bagian pada Bagian, dan
) Bagian pada Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
Btur dan ditetapkan dalam uraian tugas jabatan (job description).

gas Jabatan (Job Description) sebagaimana yang dimaksud dalam
ictapkar oleh yayasan atas usul Rektor,

o, Xepala Bagian pada Bire, Kepala Tata Usaha pada Fakultes,
i2 Usaha pada Lembaga, Kepala Tata Usaha pada UPT, Kepala Sub
&2 Bagian, dar: Kepala Sub Bagian pada Tata Usaha sebagaimana
aksuc dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh yayasan

an Kepala Biro sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), adalah
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak bolek lebih

%) kali periode masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama,
Ppejabat  yang bersangkutan dipandang memiliki potensi dan
51 yang diperlukan oleh Unitomo dapat diperpanjang untuk 1 (satu)
OGE masa jabatan yang sama.

"
] -

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Organ Universitas
Paragraf 1
Pengangkatan Senat

Pasal 42

pta Senat Unitomo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)
%an oleh yayasan atas usul Rektor;.

gotaan Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas
gmana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) huruf e dipilih oleh Dosen
#tas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.

#aris Senat dipilih dari dan oleh anggota,

than Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam

8t Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua
&t Senat scbagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakah sah apabila
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dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat.

{7) Pemilihan Sekretaris Senat dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara
musyawgrah untuk memperoleh mufakat.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan Sekretaris Senat
diatur dalam tata tertib Rapat Senat.

Paragraf 2
Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 44
Syarat- syarat untuk dapet dipilih sebagai Rektor:
Warga Negara Indonesia;
Cakap melakukan perbuatan hukum;
Berkelakuan baik, taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945;
Seorang intelektual vang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan

bertanggung jawab, tidak pemnah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;
. Sehat jasmani dan rohani;

Telah beﬂugas/mengajar sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau Dosen ASN
yang dipekerjakan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
Berpendidikan S3 dengan jenjang jabatan akademik minimal Lektor Kepala.

- Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial (pernah menduduki

satu diantara jabatan: Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan/Wakil

Direktur, Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat, dan Ketua

dan usia 65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;
Bersedia bekerja secara penuh waktu;
. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 45

- syarat untuk dapat dipilih sebagai Wakil Rektor:
Warga Negara Indonesia;
Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia 1945;
= Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
- bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;
Cakap melakukan perbuatan hukum;
Sehat jasmani dan rohani;
Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN
yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
Berpendidikan S3 dengan jenjang jabatan akademik minimal Lektor.
Tidak sedang memangku jabatan struktural yang sama selama 2 (dua) periode
masa jabatan secara berturut turut; ,
Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;
Mempunyai kemampuan kepemimpinar dan manajerial (pernah menduduki
satu diantara jabatan: Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan/Wakil
Direktur, Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat, dan Ketua
~ Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Unitomo);
k. Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Guru Besar
dan usia 65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;
I Bersedia bekerja secara penuh waktu;
M. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 46

Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Pasal 26 Ayat (1) dan Wakil Rektor
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (5) dilakukan melalui tahap:

a. Penjaringan bakal calon;

b. Pemilihan; dan

~ ¢. Pengangkatan.

Pasal 47

(1) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang
sedang menjabat;

(2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan cara;

a. Yayasan membentuk Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor yang
terdiri dari unsur yayasan 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang unsur

Universitas;
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Sitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor dalam huruf a. terdiri dari 1
) orang ketua yang berasal dari unsur yayasan, 1 (satu) orang
fetaris dari unsur universitas dan beberapa orang anggota.

mitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor mengumumkan persyaratan
| pendaftaran bakal calon Rektor dan Wakil Rektor;

mdafiar (Doscn) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
82 huruf c. dapat mengikuti tahap penjaringan, dengan jumlah paling
ikit 2 (dua) paket.

pabila jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) paket, Panitia Pemilihan
&tor dan Wakil Rektor memperpanjang masa pendaftaran, paling lama 1
> minggu. :

pabila pada masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
2 e.jlmlahpendaftarkmangdaﬁ2(dua) paket, maka Panitia
smilihan Rektor dan Wakil Rektor akan memproses pelaksanaan
smilihan ke tahap berikutnya.

bila jumlah bakal calon sebagaimana huruf f tidak ada satu paketpun
mendafiar, maka Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor dapat
menunjuk doser: yang memenuhi syarat untuk didaftarkan scbagai Bakal
Lalon Rektor dan Wakil Rektor setelah mendapat persetujuan dari

D

Setiap paket Bakal Calon Rektor dan Wakil Rektor yang telah dipilih oleh
Panitia menjadi calon Rektor dan Wakil Rektor, selanjutnya dilakukan
- seieksi melalui 2 (dua) tahap:

"Bl Seleksi melalui Senat Unitomo' dengan cara memberikan penilaian

: secara tertutup yang diberikan oleh masing-masing Anggota Senat

kan paparan visi, misi, program kerja, dan pengembangan

Unitomo;

B2 Seleksi melalui Tim Penilai yang dibentuk oleh yayasan dengan
cara memberikan penilaian secara tertutup yang diberikan oleh
masing-masing Anggota Tim Penilai berdasarkan paparan visi, misi,
program kerja, dan pengembangan Unitomo;

L Hasil penilaian Calon Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana yang

diinaksud dalam haruf h.1. dilaporkan oleh Ketua Senat Unitomo dan
~ hurufh.2. dilaporkan oleh Ketua Tim Penilai kepada yayasan;

) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Rektor dan

- Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pasal 46 huruf b. dan c., diatur dan

~ ditetapkan oleh yayasan.

Paragraf 3
Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan
Pasal 48

Deks sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Wakil Dekan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5) dipilih dan diangkat dalam
satu paket oleh yayasan;




31

Pasal 49
Syarat- syarat untuk dapat dipilih sebagai Dekan:
a2 Warga Negara Indonesia;
b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
€. Seorang intelektual yang berakhiak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
- berianggung jawab, tidak pemnah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
~ pidana;
d  Cakap melakukan perbuatan hukum;
€ Sehat jasmani dan rohani;
£ Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN
- yang dipekerjakan (Dpk) di Unitomo sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun;
Berpendidikan S3 dengan jenjang jabatan akademik minimal Lektor untuk
Fakutas yang memiliki program Studi Strata-2, dan berpendidikan S2 dengan
Jjenjang jabatan akademik minimal Lektor untuk Fakultas yang hanya
memiliki program studi Strata-1.
Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang verlaku;
Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial (pernah menduduki
satu diantara jabatan: Dekan, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, dan Kaprodi di
1 Unitomo;
Tidak sedang dalam studi lanjut; 3
Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Guru Besar
dan usia 65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;
Bersedia bekerja secara penuh waktu;
Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
sepanjang tidak bertentaugan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 50

Syarat- syarat untuk dapat dipilih sebagai Wakil Dekan:

2 Warga Negara Indonesia;

Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

» Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman

& Cakap melakukan perbuatan hukum;

€ Sehat jasmani dan rohani:

Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atay Dosen ASN
yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya § (lima) tahun;

g Berpendidikan S2 dengan jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahl;.

Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan

perundangan yang berlaku;




52

Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial (pernah menduduki

satu diantara jabatan. Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi, Kepala

Laboratorium, Kepala Pusat di lingkungan Unitomc;

- Tidak sedang dalam studi lanjut;

Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Guru Besar

- dan usia 65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;

Bersedia bekerja secara penuh wakty,

Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
cpanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Pasal 51

mgangkatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
‘ yu(l) dilakukan melalui tahap:

Penjaringan bakal calon;

Pemilihan; dan

Pengangkatan.

Pasal 52

- Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Dekan dan
‘Wakil Dekan yang sedang menjabat;

' Tahap penjaringan bakal calon Dekan dan Wakill Dekan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan cara:

a Yayasan membentuk Panitia Pemilihan Dekan dan Wakill Dekan yang

- terdiri dari unsur universitas 3 {tiga) orang dan unsur Fakultas 2 (dua)

orang;

'b. Panitia Pemilihan Dekan dan Wakill Dekan dalam huruf a terdiri dari 1

- (satu) orang ketua yang berasal dari unsur universitas, 1 (satu) orang
sekretaris dari unsur fakultas dan beberapa orang anggota.

Panitia Pemilihan Dekan dan Wakill Dekan mengumumkan persyaratan

dan pendaftaran bakal calon Dekan dan Wakill Dekan;

Pendaftar (Dosen) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada huruf ¢ dapat mengikuti tahap penjaringan, dengan jumlah paling

sedikit 2 (dua) paket.

Apabila jumiah pendaftar kurang dari 2 (dua) paket, Panitia Pemilihan

~ Dekan dan Wakill Dekan memperpanjang masa pendaftzran, paling lama 1

(satu) minggu.

I Apabila pada masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
huruf e jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) paket, maka Panitia
Pemilihan Dekan dan Wakill Dekan akan memproses pelaksanaan
pemilihan ke tahap berikutnya.

g Apabila jumlah bakal calon sebagaimana huruf f tidak ada satu paketpun

~ yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan Dekan dan Wakill Dekan dapat

menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai Bakal
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_Calon Dekan dan Wakill Dekan setelah mendapat persetujuan dari Rektor.

h. Setiap paket Bakal Calon Dekan dan Wakill Dekan yang telah dipilih oleh
Panitia menjadi calon Dekan dan Wakill Dekan menyampaikan visi, misi,
program kerja, dan pengembangan Fakulias di hadapan Tim Penilai yang
ditetapkan oleh yayasan;

i. Anggota Tim Penilai yang ditetapkan oleh yayasan satu diantaranya adalah
Rektor terpilih;

J- Hasil penilaian Calon Dekan dan Wakill Dekan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf h. dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Rektor
untuk diteruskan kepada yayasan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Dekan dan

Wakill Dekan sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf b. dan c., diatur dan

ditetapkan oleh yayasan.

Paragraf 4
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 53

Ketua Program Studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dan
Sekretaris Program Studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (5)
Huruf a., diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.

L

Pasal 54

Syarat syarat Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut :

a. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undeng Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

b. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan

bertanggung jawab, tidak pemnah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman

pidana;

Cakap melakukan perbuatan hukum

Sehat jasmani dan rohani;

e. Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN
yang dipekerjakan (Dpk) di Unitomo sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun;

f. Berpendidikan minimal S2 diutamakan yang linier dan mempunyai jabatan
akademik asisten ahli, sedangkan untuk ketua Program Studi S2 diutamakan
berpendidikan S3 linier;

g Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

h. Tidak sedang dalam studi lanjut;

1. Usia maksimal 60 tahun,

e

Pasal 55

(1) Dekan melaksanakan seleksi dan pemilihan Ketua dan Sekretaris Program
Studi selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Dekan terpilih
ditetapkan secara definitif oleh yayasan;
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(2) Pelaksanaan pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi melalui tahapan:
a. Penjaringan bakal calon Ketua dan Sekretaris Program Studi oleh Dekan;
b. Penyaringan dan pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi melalui
rapat dosen program studi.
(3) Ketua dan Sekretaris Program Studi terpilih diusulkan pengangkatan-nya
oleh Dekan kepada yayasan melalui Rektor.

Paragraf 5
Pengangkatan Kepala Laboratorium, Studio, Bengkel, dan
Pusat Studi

Pasal 56

Kepala Laboratorium, Studio, Bengkel, dan Pusat Studi sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (5) Huruf b., diangkat oleh yayasan.

Pasal 57

Syarat- syarat untuk dapat dipilih sebagai Kepala Laboratorium, Studio,

Bengkel, dan Pusat Studi:

a Warga Negara Indonesia;

b Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945,

¢ Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pemnah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;

d Cakap melakukan perbuatan hukum;

Sehat jasmani dan rohani;

Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN

yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

Berpendidikan S2 dengan jenjang jabatan akademik minimal Lektor.

Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan

perundangan yang berlaku;

Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial;

Tidak sedang dalam studi lanjut;

Usia maksimal 60 tahun

Bersedia bekerja secara penuh waktu;

Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

= .o

Rymis s
ar—r =

Pasal 58
Pengangkatan Kepala Laboratorium, Studio, Bengkel, dan Pusat Atudi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui penunjukan oleh Dekan
untuk diusulkan pengangkatannya kepada yayasan melalui Rektor.
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Paragraf 7
Pengangkatan Kepala Departemen E-Learning

Pasal 62

Kepala Departemen E-Learning sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 Ayat
(1) diangkat dan diberhentikan olch yayasan.

Pasal 63

Syarat- syarat untuk dapat dipilih sebagai Kepala Depariemen E-Learning;

a. Warga Negara Indonesia;

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

c. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernzh dijatuhi hukuman
pidana;

d. Cakap melakukan perbuatan hukum:

Sehat jasmani dan rohani;

Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN

yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

Berpendidikan S2 dengan jenjang jabatan akademik minimal Lektor.

Tidak melanggar lararigan rangkap jabatan sebagaimana peraturan

perundangan yang berlaku;

i Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial (pernah menduduki

satu diantara jabatan: Sekretaris Prodi, Kaprodi, Wakil Dekan, Dekan di

lingkungan Unitomo);

Tidak sedang dalam studi lanjut;

Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan Guru Besar dan usia

65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;

Bersedia bekerja secara penuh waktu;

Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Pasal 64

Pengangkatan Kepala Departemen E-Learning sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 diusulkan oleh Rektor kepada yayasan untuk ditetapkan.

Paragraf 8
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian

Pasal 65
Ketua Lembaga Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1)
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' dan Sckretaris Lembaga Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ||.
Ayat (5) Huruf a., diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.

Pasal 66

Syarat-syaiat untuk dapat dipilih sebagai Ketua Lembaga Penelitian :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

C. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatubi hukuman
pidana;

d. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Sehat jasmani dan rohani; ,

Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN i

yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

g Berpendidikan S3 dengan jenjang jabatan akademik minimal Lektor.

h. Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

i. Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manzjerial (pernah menduduki
satu diantara jabatan: Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi di
lingkungan Unitomo);

J- Tidak sedang dalam studj (anjut;

k. Usia maksimal GOMhmbagiyangbelumpunyajabatanakademikGumBesar
dan usia 65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;

l.  Bersedia bekerja secara penuh waktu;

m. Pernah mendapat hibah Penelitian dari Kemenristekdikti

r. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan

mg tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

)
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Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian: ,

a. Warga Negara Indonesia; '

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

c. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pemah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;

d. Cakap melakukan perbuatan hukum:

Sehat jasmani dan rohani;

Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN

yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

g. Berpendidikan S2 dengan jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli.
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h. Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

1. Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial (pernah menduduki
satu diantara jabatan: Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi di lingkungan
Unitomo);

J. Tidak sedang dalam studi lanjut;

k. Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Guru Besar
dan usia 65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;

1. Bersedia bekerja secara penuh waktu;

m. Pernah mendapat hibah Penelitian dari Kemenristekdikti

n. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 68

; Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksnd
; dalam Pasal 65 dilakukan melalui tahap:

a. Pengusulan;

b. Pengangkatan.

Pasal 69

&) Rebtor meneusulban mimimal 2 (@ug) paker Calon Ketua dan Sekretarss
Lembaga Penelitian kepada yayasan.
© Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian yang diusulkan oleh Rektor
selanjutnya dipilih dan ditetapkan pengangkatannya oleh yayasan.

Paragraf 9
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pasal 70

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang dimnaksud
dalam Pasal 33 Ayat (1) dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (5) Huruf a., diangkat dan
diberhentikan oleh yayasan.

Pasal 71

Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada

Masyarakat:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

—
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c. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;

d. Cakap melakukan perbuatan hukum;

€. Sehat jasmani dan rohani; :

f. Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN
vang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

g Berpendidikan S3 dengan jenjang Jjabatan akademik minimal Lektor.

h. Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

i. Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial (pernah menduduki
satu diantara jabatan: Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi di
lingkungan Unitomo);

j- Tidak sedang dalam studi lanjut;

k. Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Guru Besar
dan usia 65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;

1. Bersedia bekerja secara penuh wakiu;

m. Pernah mendapat hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti

n. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh vavasan
ms tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

. Pasal 72
Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai  Sekretaris Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat :
a. Warga Negara Indoresia;

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

¢. Seorang intelektuai yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;

d. Cakap melakukan perbuatan hukum;

e. Sehat jasmani dan rohani;

f. Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN

yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

g- Berpendidikan S2 dengan jenjang jabatan akademik minimal Asisten Abhli.

h. Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan

perundangan yang berlaku;

i. Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial (pernah menduduki
satu diantara jabatan: Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi di lingkungan
Unitomo);

Tidak sedang dalam studi lanjut;

. Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Guru Besar
dan usia 65 tahun bagi yang mempunyai jabatan Guru Besar;

1. Bersedia bekerja secara penuh waktu;

o




m. Pernah mendapat hibah Pengabdian kepada masyarakat dari Kemenristekdikti

n. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 73

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
serta Ketua dan Sekreiaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan meialui tahap:

a. Pengusulan;

b. Pengangkatan.

Pasal 74

() Rektor mengusulkan minimal 2 (dua) paket Calon Ketua dan Sekretaris
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat kepada yayasan.

@ Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masvarakat yang
diusulkan oleh Rektor selanjutnya dipilih dan ditetapkan pengangkatannya
oleh yayasan.

Paragraf 10
Pengangkatan Kepala Badan Penjaminan Mutu

Pasal 75

Kepala Badan Penjaminan Mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34
Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.

Pasal 76

Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

c. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana

d. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Sehat jasmani dan rohani;

Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN

yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

g. Berpendidikan S2 dengan jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli.

h. Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

i. Mempunyai keahlian teknis sesuai bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat
kompetensi.

)
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J. Tidak sedang dalam studi lanjut;

k. Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Lektor;

1. Bersedia bekerja secara penuh waktu;

m. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

-

Pasal 77

Pengangkatan Kepala Badan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 dilakukan melalyi tahap:

a. Pengusulan;

b. Pengangkatan.

Pasal 78
(1) Rektor mengusulkan minimal 2 (dua) orang Calon Kepala Badan Penjaminan

(2) Calon Kepala Badan Penjaminan Mutu yang diusulkan oleh Rektor
selanjutnya dipilih dan ditetapkan pengangkatannya oleh yayasan.

Paragraf 11
Pengangkatgn Kepala Badan Pengawas Internal

Pasal 79

Kepala Badan Pengawas Internal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35
Ayat (i) diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.

Pasal 80

Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai Kepala Badan Pengawas Internal:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

C. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pemnah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;

d. Cakap melakukan perbuatan hukum;

e. Sehat jasmani dan rohani;

f. Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo dan/atau Dosen ASN
yang dipekerjanan (Dpk) di Unitomo sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

g Berpendidikan S2 dengan jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli.

h. Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

i. Mempunyai keahlian teknis sesuai bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat
kompetensi.
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j- Tidak sedang dalam studi lanjut; ;
k. Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Lektor;
1. Bersedia bekerja secara penuh waktu;
m. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
ls;p;nﬂ_;izng tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
g

Pasal 81

Pengangkatan Kepala Badan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (1) dilakukan melalui tahap:

a. Pengusulan;

b. Pengangkatan.

Pasal 82

(1) Rektor mengusulkan minimal 2 (dua) orang Calon Kepala Badan Pengawas
Internal kepada vayasan.

(2) Calon Kepala Badan Pengawas Internal yang diusulkan oleh Rektor dipilih
dan ditetapkan pengangkatannya cleh yayasan.

Paragraf 12
Pengangkatan Kepala Unit Kerja
Penunjang Akademik dan Sumber Belajar

Pasal 83

Kepala Unit Kerja Pcnunjang Akademik dan Sumber Belajar sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.

Pasal 84

Syarat- syarat untuk dapat dipilih sebagai Kepala UPT Perpustakaan, UPT

Teknologi Informasi, dan UPT Unitomo Press sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 83 Ayat (1) adalah;

a. Warga Negara Indonesia;

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

c. Seorang intelekiual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan

bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman

pidana;

Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menguasai Teknologi Informasi;

Sehat jasmani dan rohani;

Telah bekerja sebagai tenaga kependidikan tetap yayasan yang dipekerjakan

Unitomo sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun;

0 o A
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h. Berpendidikan S1 dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I, III/b dan
memiliki sertifikat kompetensi.
Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;
Tidak sedang dalam studi lanjut;
Usia maksimal 55 tahun;
Bersedia bekerja secara penuh waktu;

- Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

sl o

B =R

Pasal 85

a. Warga Negara Indonesia;

b. Taat dan setia pada Pancasi'a dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

c. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana; .

d. Cakap melakukan perbuatan hukum;

€. Sehat jasmani dan rohani;

f. Telah bertugas/mengajar sebagai dosen tetap Unitomo sekurang- kurangnya 3
(tiga) tahun;

g Minimal memiliki jenjang pendidikan S2 dan jabatan akademik Asisten Ahli.

k. Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

i. Mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial (pernah menduduki
satu diantara jabatan- Kepala Laboratorium, Sekretaris Prodi, Kaprodi, Wakil
Dekan, dan Dekan di lingkungan Universitas Dr.Soetomo);

J.  Tidak sedang dalam stud; lanjut;

k. Usia maksimal 60 tahun bagi yang belum punya jabatan akademik Guru Besar
dan usia 65 tahun bag; yang mempunyai jabatan Guru Besar;

l. Bersedia bekerja secara penuh waktu;

m. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 86

Kepala Unit Kerja Penunjang Akademik dan Sumber Belajar sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. Pengusulan;




: b. Pengangkatan.

Pasal 87

(1) Rektor mengusulkan minimal 2 (dua) orang Calon Kepala Unit Kerja
Penunjang Akademik dan Sumber Belajar sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 83 kepada yayasan.

(2) Calon Kepala Unit Kerja Penunjang Akademik dan Sumber Belajar yang
diusulkan oleh Rektor, selanjutnya dipilih dan ditetapkan pengangkatannya

oleh yayasan.
Paragraf 13
Pengangkatan Kepaia
Pelaksana Administrasi atau Ketatausahaan
Pasal 88

Kepala Biro, Kepala Bagian pada Biro, Kepala Tata Usaha pada Fakultas, Kepala
Tata Usaha pada Lembaga, Kepala Tata Usaha pada UPT, Kerpala Sub Bagian
padaBagian,daanpalaSubBagianpadaTataUsahasebagaimanayang
dimaksud dalam Pasa! 41 Avat (1) diangkat dan diberhentikan oleh yayasan

Pasal 89

Syarat- syarat untuk dapat dipilih sebagai Kepala Biro:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
c. Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;
d. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Menguasai Teknologi Informasi:
Sehat jasmani dan rohani;

. Telah bekerja sebagai tenaga kependidikan tetap yayasan yang dipekerjakan
Unitomo sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

. Berpendidikan minimal S2 dengan pangkat minimal Penata, Golongan Ruang
Iil/c

i. Pernah menduduki jabatan Kepala Bagian.

Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

. Tidak sedang dalam studi lanjut;

Usia maksimal 55 tahun;

m. Bersedia bekerja secara penuh waktu;

Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Pasal 90
Syarat- syarat untuk dapat dipilih sebagai Kepala Bagian pada Biro, dan Kepala
Tata Usaha:
a. Warga Negara Indonesia;

65

b. Taat dan setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

P mro o
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Indonesia 1945;

Seorang intelektual yang berakhlak mulia, loyal pada tugas, berdedikasi, dan
bertanggung jawab, tidak pernah cacat serta tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana;

Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menguasai Teknologi Informasi :

Sehat jasmani dan rohani;

Telah bekerja sebagai tenaga kependidikan tetap yayasan yang dipekerjakan
Unitomo sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

Minimal berpendidikan S1 dengan pangkat minimal Penata Muda Tk.L 11/,
Tidak melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana peraturan
perundangan yang berlaku;

Tidak sedang dalam studi lanjut;

Usia maksimal 55 tahun:

Bersedia bekerja secara penuh waktu;

. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu dapat ditetapkan oleh yayasan

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. .

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian Organ Universitas Dr. Soetomo

Pasal 91

Organ Unitomo yang telah diangkat oleh yayasan sebagaimana yang

dimaksud dalam Bagian Ketiga Bab VII ini, diberhentikan dari Jjabatannya

karena masa Jjabatannya berakhir.

Organ Unitomo yang telah diangkat oleh yayasan sebagaimana yang

dimaksud dalam Bagian Ketiga Bab VII ini, dapat diberhentikan sebelum

masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Universitas

Dr. Soetomo dan peraturan yang berlaku di YPCU.

Pemberhentian Organ Unitomo sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

adalah karena:

a. Permohonan sendiri;

b. Berhalangan tetap;

C. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan;

d. Telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pejabat yang berwenang dengan
ancaman pidana minimal 2 (dua) tahun;

€. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yayasan yang berlaku;

f. Dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
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9. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi
lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi; atau

h. Cuti di luar tanggungan negara dan/atau yayasan,

i. Tidak dapat melakukan koordinasi dan/atau kerjasama baik secara
horizontal maupun vertikal

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang; atau

C. berhenti sebagai dosen Unitomo atau atau Tenaga Kependidikan yayasan
yang dipekerjakan di Unitomo.

Pemberhentian sebagaimara dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan oleh

yayasan.

Pasal 92

Apabila terjadi pemberhentian Pejabat sebelurn masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (2). yayasan dapat mengangkat
pejabat sementara atau mengangkat pejabat definitip antar waktu.

Pejabat definitip antar waktu i yang dimaksud dalam Ayat (1)
masa jabatannya adalah selama sisa masa jabatan dari pejabat yang

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 93
Dosen dan Tenaga Kependidikan di Unitomo terdiri dari:
a. Dosen Tetap Yayasan;
b. Dosen Tetap Khusus yayasan (Dosen NIDK)
C. Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN);
d. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan;
e. Tenaga Kependidikan yang dikontrak oleh Yayasan.
Dosen Tetap Yayasan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) huruf a. adalah
Dosen yang dipekerjakan penuh waktu di Unitomo;
Dosen Tetap Khusus Yayasan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) huruf b.
adalah terdiri dari:
a. Dosen yang dipekerjakan penuh waktu di Unitomo untuk dosen yang
sudah pensiun.
b. Dosen yang dipekerjakan paruh waktu untuk dosen yang berasal dari
praktisi;
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(4) Dosen ASN sebagaimana yang diatur pada ayat (1) huruf c. adalah Dosen
yang dipekerjakan (Dpk) penuh waktu di Unitomo;

(5) Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan sebagaimana yang diatur pada ayat (1)
huruf d. adalah Tenaga Kependidikan yang dipekerjakan penuh waktu di
Unitomo;

(6) Tenaga Kependidikan yang dikontrak oleh Yayasan sebagaimana yang diatur
pada ayat (1) huruf e. adalah Tenaga Kependidikan dipekerjakan penuh
waktu di Unitomo, sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja;

Bagian Kedua
Dosen
Pasal 94

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:

a. asisten ahli;

b. lektor;

c. lektor kepala; dan

d. guru besar.

(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jatatan akademik
sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Syarat menjadi Dosen Tetap Yayasan:

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Berwawasan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

Memiliki jenjang pendidikan sercndah-rendahnya Strata 2 {dua);

- Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan

negara,

Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;

Mengutamakan dedikasi dan loyalitas pada pimpinan lembaga.

Berpendidikan yang linier dengan Program Studi yang ada di lingkungan

Unitomo

Umur maksimal 35 tahun untuk calon dosen yang berpendidikan terakhir

S2, dan umur maksimal 40 tahun untuk calon dosen yang berpendidikan

terakhir S3

(4) Syarat menjadi Dosen Tetap Khusus yayasan (Dosen NIDK) diatur dalam
keputusan tersendiri.

(5) Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap Khusus yayasan (Dosen
NIDK) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf a, dan b,
ditetapkan oleh yayasan atas usul Rektor

a0

B @mmo

Pasal 95

(1) Rektor dapat mengusulkan pengangkatan Guru Besar sebagaimana yang
dimaksud Pasal 81 ayat (1) huruf d., kepada Menteri sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat pertimbangan Senat
Unitomo;

(2) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali
menjadi Guru Besar Khusus (Dosen NIDK) sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Dosen
Tetap Yayasan dan Dosen Tetap Khusus yayasan (Dosen NIDK) sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf a., dan b., dilakukan sesuai
dengan keteniuan peraturan yayasan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 96

(1) Tenaga Kependidikan memiliki fungsi sebagai pelaksana administrasi
dan/atau pelaksana teknis lainnya dalam proses menunjang pembelajaran.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan
yang berlaku.

(3) Syarat untuk dapat diangkat inenjadi Tenaga Kependidikan:

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Berwawasan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945; =

¢. Memiliki jenjang pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; :

- Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas dan fungsinya

sebagai Tenaga Kependidikan

Mempunyai moral, komitmen, dan integritas yang tinggi;

Mengutamakan dedikasi dan loyalitas pada Unitomo;

Memiliki kemampuan Teknologi Informasi:

Berusia maksimal 25 tahun untuk lulusan SLTA atau sederajat, 30 tahun

untuk lulusan S1.

(4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Tenaga
Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan.

~
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BA3 IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 97

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah melakukan registrasi pada jenjang
pendidikan tinggi di Unitomo.
(2) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:
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a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh program studi; dan

¢. memenuhi persyaratan administratif dan lulus seleksi.

Pasal 98

(1) Setiap Mahasiswa Unitomo mempunyai hak dan kewajiban.
(2) Hak Mzhasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung ]awab untuk
menuntut dan mengkaji ilmu pendidikan, sains, teknologi, seni dan budaya
sesuai dengan kode etik, norma, dan etika yang berlaku di Unitomo;

b memperoleh pembelajaran dan pelayanan di bidang akademik dan
pengembangan diri sesuai dengan minat, bakat, penalaran kegemaran dan
kemampuan;,

¢ memanfaatkan fasilitas dan layanan universitas, fakultas, jurusan dan/atau
unit penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

. d ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan
Unitomo untuk kesejahteraan, pengembangan minat, bakat, penalaran
kegemaran dan kemampuan;

(3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a Mematuhi semua kode etik dan/atau ketentuan yang berlaku di Unitomo;

b lTkut memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan

keamanan di Unitomo;

Memenuhi kewajiban dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menjaga kewibawaan dan nama baik Unitomo;

Menjunjung tinggi toleransi beragama dan keragaman budaya;

Menrjauhkan diri dari perilaku yang tercela;

Anti Miras, anti narkoba, anti radikalisme, dan anti korupsi;

Menghormati pimpinan di lingkungan Unitomo, Dosen, staf administrasi,

dan sesama Mahasiswa.

(4) Ketentuan lebik lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Mahasiswa

diatur dalam Keputusan Rektor
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Pasal 99

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, penalaran,
minat, kegemarandan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan
kemahasiswaan pada Unitomo dibentuk organisasi kemahasiswaan di Tingkat
Universitas dan Fakultas.

(2) Organisasi kemahasiswaan di Unitomo diselenggarakan dari, oleh dan untuk
mahasiswa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dalam Keputusan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 100

(1) Bentuk Organisasi Kemahasiswaan dan unit-unit kegiatan yang lainnya di
tingkat universitas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

(2) Bentuk Organisasi Kemahasiswaan dan unit-unit kegiatan yang lainnya di
tingkat fakultas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan,

(3) Hak dan kewajiban mahasiswa, serta sanksi atas pelanggaran norma-norma
kemahasiswaan diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat
Unitomo.

Bagian Kedua
Alumni

Pasal 101

(1) Alumni Unitomo adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada
Jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan lulus oleh Rektor.

(2) Alumni wajib menjunjung tinggi nama baik almamater dan cita-cita luhur
yang tercantum dalam Pembukaan Statuta Unitomo.

(3) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam
upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Unitomo, dibentuk organisasi
Kekeluargaan Alumni Unitomo yang merupakan kelengkapan non-struktural
dan dalam kegiatannya bertanggung jawab kepada Rektor, dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun
akademik. :

(4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Rektor;

(5) Pembentukan organisasi Kekeluargaan Alumni Unitomo disahkan dengan
surat keputusan Rektor.

(6) Masa bakii organisasi Kekeluargaan Alumni Unitomo sama dengan masa
bakti Rektor adalah 4 (empat) tahun.

(7) Pimpinan universitas dan fakultas melaksanakan pembinaan alumni dan
organisasi alumni.

(8) Dibangun hubungan dan kerjasama yang erat dan bermanfaat antara
universitas dan fakultas dengan organisasi alumni

BABX
KERJASAMA

Pasal 102

(1) Pelaksanaan kerjasama di Unitomo dilaksanakan dengan:
a. Perguruan tinggi dalam negeri dalam bentuk akademik,
b. Perguruan tinggi dalam negeri dalam bentuk non-akademik
c. Perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk akademik
d. Non-perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk akademik
e. Non-Perguruan Tinggi dalam bentuk Non Akademik
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Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri bidang akademik
sebagaimana ayat (1) huruf a. meliputi:

a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

b. Penjaminan muty, internal,

C. Program kembaran (twinning program),

d. Gelar bersama (joint degree),

€. Gelar ganda (double degree),

f. Pemerolehan/ pengalihan angka kredit,

h: Peiaksmman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa,
i. Pengembangan Pusat Kajian,
J. Penempatan Magang,

b. Penggalangan dana,

c. Jasa dan royalti hak kekayaan inteektual

Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri bidang akadeiik

sebagaimana ayat (1) huruf ¢. adalah:

a. Pengakuan kredit SKS,

b. Mahasiswa asing (Jeint credit),

¢. Pertukaran mahasiswa asing untuk pengabdian kepada masyarakat (student
exchange),

d. Pertukaran dosen (lecture exchange),

€. Penyelenggaraan (i bidang pengabdian kepada masyaraka: dan
pengembangan iimy pengetahuan antar dosen,

sebagaimana ayat (1) huruf d. Adalah:

a. Program magang mahasiswa (internship),

b. Lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan luar negeri berupa try
out bahasa asing,

c. Beasiswa,

d. Publikasi ilmiah, dan

€. Bentuk kerjasams lainnya

Kerjasama dengan pihak Non-perguruan tinggi dalam bentuk non-akademik

sebagaimana ayat (1) huruf e. adalah:

a. Program magang mahasiswa,

b. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kontrak manajemen dan audit
pengelolaan pendidikan,

C. Penyelenggaraan di bidang pengembangan sarana dan prasarana, dan
bentuk kerjasama komersial lainnya




Pasal 103

(1) Bentuk kerjasama dengan pihak lain di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
dituangkan dalam dokumen MoU (Memorandum of Understanding)
ditandatangani oleh Rektor bersama pihak yang bersangkutan atas persetujuan
yayasan.

(2) Pelaksanaan teknis kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh unit kerja di bawah Rektor yang dituangkan dalam dokumen
MoA (Memorandum of Agreement),

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 104

(1) Sarana dan prasarana serta keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak
difungsikan sebagai penumjang kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma
Perguruan Tinggi,

(2) Sarana dan prasarana sebagazimana yang dimaksud dalam ayat (1), yang
berasal dari: yayasan, masyarakat, pemerintah dan pihak lain antara lain:
tanah, bangunan, dan sarana lainnya adalah merupakan kekayaan (aset)
yayasan, yang dipergunakan untuk kepentingan Unitomo dan unit kerja yang
ada di bawahnya, sesuai dengan tujuan yayasan.

L )

Pasal 105

(1) Setiap akhir tahun takwim, Rektor wajib membuat Ilaporan
pertanggungjawaban tentang sarana dan prasarana kepada yayasan; -

(2) Setiap ada pergantian pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan
sarana dan prasarana wajib membuat laporan serah terima dafiar inventaris
sarana prasarana,

BAB X1II
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
T/mum

Pasal 106

(1) Rektor menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unitomo
dengan pertimbangan Senat Universitas, sebagai pedoman untuk
melaksanakan program kerja Unitomo.

(2) Rencana Anggarar Pendapatan dan Belanja Unitomo sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Rektor kepada yayasan untuk
disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Unitomo.
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(3) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Unitomo tahun berjalan belum

disahkan, maka Unitomo menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

tahun sebelumnya sebagai pedoman untuk membiayai program kerja
Unitomo pada tahun berjalan.

(4) Kewenangan penerimaan, penggunaan, dan penyimpanan dana serta

pembukuar keuangan Unitomo ditetapkan oleh yayasan.

(5) Bilamana dipandang perlu Rektor dapat mengusulkan perubahan Anggaran

O]
2
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Pendapatan dan Belanja Unitome kepada yayasan setelah mendapat
pertimbangan Senat Universitas menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Perubahan Unitomo.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 107

Sumber dana Unitomo dan organ yang ada dibawahnya dapat diperoleh dari:
yayasan, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang sah.

Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah dana yang berasal dari:

a. Her Registrasi:

b. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);

c. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);

d. Denda SPP;

e. Kelebihan SKS; |

f. Mahasiswa Transfer;

£. Mahasiswa Kelas Profesional;

h. Penerimaan lain yang sah.

i. Pendaftaran Mahasiswa Baru;

J- Kuliah Kerja Nyata;

k. Wisuda;

1. Skripsi/Tesis/Discrtasi;
m. [jazah dan Transkrip;

n. Ujian susulan/UPAS

0. Laboratorium/ Praktikum

p. Semester Antara

q. Kelas Kerjasama
Rektor menyusun usulan struktur tarif dan tata cara penerimaan dana yang
berasal dari masyarakat, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas
selanjutnya diusulkan oleh Rektor kepada yayasan untuk ditetapkan.
Penerimaan dana yang diperoleh dari pemerintah dan pihak lain diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas
prinsip untuk pengembangan Unitomo yang berkualitas.
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Bagian Ketiga
Penggunaan Dana
Pasal 108

(1) Rektor mengelola penggunaan dana berdasarkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Unitomo secara terbuka, berdaya guna, berhasil guna, dan akuntabel
(dapat dipertanggung-jawabkan).

(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah dan pihak lain yang akan
digunakan untuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan Keuangan

Pasal 109

(1) Rektor wajib membuat laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
dan Belarja Unitomo yang dituangkan dalam bentuk pelaporan keuangan,
baik dalam periode laporan keuangan tahun anggaran maupun periode laporan
keuangan tahun takwim,

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
diserahkan kepada yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya periode laporan keuangan tahun anggaran dan tahun takwim;

(3) Periode laporan keuangan tahun anggaran dimulai tanggal 1 September tahun
berjalan sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya dan periode laporan
keuangan tahun takwim dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember tahun berjalan,

(4) Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Unitomo
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan
Pengawas Intenal harus disampaikan kepada Senat Unriversitas untuk
mendapatkan pertimbangan, selanjutaya dilaporkan kepada yayasan.

(5) Rektor membuat pelaporan keuangan berdasarkan siandar akuntansi keuangan
yang berlaku di Indonesia.

(6) Pelaporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Aktivitas (Laporan Rugi/Laba)

Laporan Aset Bersih

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

caoop

Bagian Kelima
Otonomi Keuangan Unit Kerja

Pasal 110

(1) Berdasarkan keputusan yayasan, Rektor dapat memberikan hak otonomi
pengelolaan anggaran kepada unit-unit kerja dilingkungan Unitomo.
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(2) Unit-unit kerja di lingkungan Unitomo sebagaimana dimaksud pada ayat 1

(satu) adalah:

a. Fakultas;

b. Lembaga; dan

¢. Unit-unit lainnya

(3) Unit kerja yang mendapat hak otonomi pengelolaan sumberdana yang diterira
dari masyarakat wajib menyusun rencana program kerja dan rencana anggaran
pendapatan dan belanja.

(4) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja unit kerja Unitomo sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (3) diusulkan oleh Rektor kepada yayasan untuk
disahkan menjadi Angga Pendapatan dan Belanja unit kerja Unitomo.

(5) Pengelolaan anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan
secara  terbuka, berdaya guna, berhasil guna, dan akuntabel (dapat
dipenanggung-jawabkan).

(6) Masing-masing pimpinan unit kerja yang menerima otonomi keuangan wajib
membuat laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Unit Kerja dalam periode tahun anggaran.

(7) Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) diserahkan kepada Rektor
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhimya periode laporan
keuangan tahun anggaran;

(8) Periode laporan pertanggungajawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit
Kerja tahun anggaran dimulai tanggal 1 September tahun berjalan sampai
dengan 31 Agustus tahun berikutnya.

(9) Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) setelah diperiksa oieh Badan
Pengawas internal harus disampaikan kepada Rektor untuk selanjutnya

Pasal 111

(1) Unit kerja di lingkungan Unitomo menyelenggarakan administrasi keuangan
secara terpadu berdasarkan standar akuntans; keuangan yang berlaku di
Indonesia.

(2) Untuk memeriksa dan mengevaluasi  kelayakan pertanggungjawaban
keuangan unit-unit kerja di lingkungan Unitomo, Badan Pengawas Internal
melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan
kepada Rektor dan yayasan,

(3) Yayasan pada akhir tahun anggaran, dapat meminta bantuan Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pengelolaan
keuangan Unitomo dan unit kerja Unitomo.
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BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 112

Sistem penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan
mutu pendidikan secara berencana dan berkeianjutan.
Sistem penjaminan mutu di Unitomo terdiri atas :
a. Sistem penjaminan mutu internal dan
b. Sistem penjaminan mutu eksternal _
Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh
Unitormo secara otonom untuk menggendalikan dan meningkatkan
penyelenggaran pendidikan secara berencana dan berkelanjutan sesuai
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Sistem penjaminan mutu internal Unitomo sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf a merupakan penjaminan mutu bidang akademik non-akademik
Penjaminan mutu bidang akademik sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri
dari pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada
masyarakat
Penjaminan mutu bidang non-akademik sebagaimana dimaksud ayat (4)
terdiri administrasi akademik, administrasi umum, dan administrasi
kemahasiswaan
Penjaminan mutu bidang 2kademik dan non-akademik, sebagaimana ayat (4)
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu
Sistem penjaminan mutu internal dilaksanaankan melalui siklus kegiatan
terdiri atas:
a. penetapan standar mutu
b. pelaksanaan standar mutu
c. evaluasi pelaksanaan standar mutu
d. pengendalian pelaksanaan standar mutu
e. peningkatan standar mutu
Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan melampaui
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Siklus  Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (9)
dilaksanaksanakan paling sedikti 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester)
Ketentuan lain mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan sistem
penjaminan mutu internal baik akademik dan non akademik ditetapkan lebih
lanjut oleh Rektor.
Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan
kelayakan dan tingkat pencapaian mutu studi dan perguruan tinggi.
Sistem penjaminan mutu eksternal Unitomo sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 ayat (2) huruf b. dilaksanakan melalaui akreditasi
Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (13) dilaksanakan oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau
Lembaga Akreditasi lain.
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BAB X1V
KETENTUAN LAIN

Pasal 113

(1) Perubahan statuta jni dapat dilakukan untuk penyesuaian kebutuhan
pengembangan penyelenggaran Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau
pengembangan Unitomo;

(2) Diskresi terhadap statuta dan peraturan terkait dapat dilakukan oleh yayasan
berdasarkan prinsip: kebutuhan, manfaat, dan kepastian hukum

(3) Tata cara perubahan statuta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), akan
diatur lebih lanjut dengan keputusan yayasan;

(4) Hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
menjadi  kewenangan Rektor, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan
pengelolaan: sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana menjadi
kewenangan yayasan;

(5) Pembentukan unit organisasi baik struktural maupun fungsional yang belum
diatur dalam Statuta ini, dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat
persetujuan dari yayasan,

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
. Pasal 114

(1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan statuta inj harus dilakukan
penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diberlakukannya
Statuta ini.

bertahap sesuai kebutuhan Unitomo, selanjutnya diusulkan oleh Rektor
kepada yayasan untuk mendapatkan penetapan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115

(1) Apabila terjadi perselisihan antara Universitas dengan Civitas akademika
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara unsur-
unsur akademika yang bersangkutan.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk

Pasal 116

(1) Semua bentuk Peraturan pelaksanaan di Unitomo, tidak boleh bertentangan
dengan Statuta, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga yayasan;
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(2) Statuta Unitomo ini dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 1 November
2019 dan dapat dilakukan peninjauan kembali apabila diperlukan;
(3) Sejak diberlakukannya Statuta ini, maka Statuta Unitomo yang lama

dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di Surabaya
Mengetahui dan menyetujui: Tanggal: 11 September 2019
Ketua Pempi
S —_—

Prof Dr.Drs. H. EDDY YUNUS, ST.MM Z - . Dr. SARWANI MM.




